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RESUME HASIL PENILAIAN KINERJA PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI 

Kegiatan : Penilikan Ke-2 

Sasaran : IUPHHK-HA PT Karya Delta Permai 

 

1. IDENTITAS LPPHPL 

a. Nama LPPHPL : PT Trustindo Prima Karya 

b. Nomor Akreditasi KAN : LPPHPL-019-IDN 

c. Alamat Kantor : Gedung Diklat APHI Kalimantan Timur Lt.1 

Jl. Kesuma Bangsa No. 80 Kota Samarinda 

d. Telepon 

Email 

: (0541) 747798 

trustindoprimakarya@gmail.com  

e. Penanggung Jawab 

LPPHPL 

: Ir Kurnia 

f. Standar Audit yang 

Digunakan 

: - PermenLHK No. P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 

- Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016 

- Manual dan Prosedur Sistem LPPHPL PT Trustindo Prima Karya 

g. Susunan Tim Audit : 1. Ir Suhardi (Ketua Tim Audit/Auditor bid. Prasyarat dan VLK Hutan); 

2. Suharyo Widyatmojo, S.Hut (Auditor bid. Produksi); 

3. Hartati Saat, S.Si (Auditor bid. Ekologi); dan 

4. R.R Biki Baju Wendani, S.Hut (Auditor bid. Sosial). 

h. Tim Pengambil 

Keputusan 

: 1. Ir Kurnia; dan 

2. Ir Rudy Setyawan. 

 

2. IDENTITAS AUDITEE 

a. Nama Unit Manajemen : PT Karya Delta Permai 

b. Alamat Kantor  : Jl Soetoyo S No. 196, Banjarmasin 

c. Jenis Izin Usaha : IUPHHK Dalam Hutan Alam (IUPHHK-HA) 

d. SK IUPHHK-HA : No. SK. 429/Menhut-II/2004 Tanggal 19 Oktober 2004 

e. Luas Areal IUPHHK-HA : 79.400 Hektar  

f. Lokasi : Kabupaten Murung Raya Provinsi Kalimantan Tengah 

g. Email : kdp_banjarmasin@yahoo.com  

h. Pengurus Perusahaan :  Direktur : Ir Setiyo Nuswantoro 

 Komisaris Utama : Yoseph Prawira 

i. Management 

Representatif 

:  Paimun 
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3. RINGKASAN TAHAPAN KEGIATAN AUDIT PENILIKAN KE-2 

Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan 

Koordinasi Teknis 

dengan Instansi 

Kehutanan sebelum ke 

lapangan 

Palangkaraya, 

7 Februari 2019 

Dilakukan kepada : 

- Dinas Kehutanan Prov. Kalimantan 

Tengah diterima oleh Bpk. Siterlin 

jabatan Kasubag Umum dan 

Kepegawaian. 

- BPHP Wil. X Palangkaraya, diterima oleh 

Bpk. Beny Budiansyah, S.Hut jabatan 

Kasie PEPHP. 

Hasil koordinasi teknis didokumentasikan 

 

 

 

 

Pertemuan Pembukaan 

 

 

 

 

Base Camp Briwit 

PT Karya Delta 

Permai 

 8 Februari 2019 

Penyampaian hal-hal yang berkaitan dengan 

pelaksanaan audit lapangan, meliputi :  

a. Pengenalan Susunan Tim Audit.  

b. Uraian rinci kegiatan audit yang meliputi : 

Ruang lingkup, metode audit, teknik audit 

dan  standar acuan penilaian yang 

digunakan. 

c. Menyampaikan kesanggupan 

menandatangani pernyataan menjaga 

kerahasiaan data / dokumen auditee. 

d. Meminta surat kuasa dan/atau surat 

penunjukkan Manajemen Representatif. 

Pelaksanaan Pertemuan Pembukaan 

dibuatkan Berita Acara dan Daftar Hadir. 

Verifikasi Dokumen dan 

Observasi Lapangan 

Areal IUPHHK-HA 

PT Karya Delta 

Permai 

8 – 11  

Februari 2019 

Melakukan pengumpulan data melalui 

tinjauan dokumen, wawancara dan 

pemeriksaan lapangan/uji petik terhadap 

data, dokumen dan kinerja PHPL pada 1 

(satu) tahun terakhir serta menganalisa 

kesesuaiannya, meliputi kriteria audit : 

Prasyarat, Produksi, Ekologi, Sosial dan VLK 

Hutan.  

Pertemuan Penutupan Base Camp Briwit 

PT Karya Delta 

Permai 

 12 Februari 2019 

Penyampaian dan permintaan konfirmasi 

persetujuan atas hasil audit (kesimpulan 

audit) yang meliputi temuan kesesuaian dan 

temuan ketidaksesuaian.  

 

Terhadap temuan ketidaksesuaian 

diterbitkan LKS. 

 

Pelaksanaan Pertemuan Penutupan 

dibuatkan Berita Acara dan Daftar Hadir. 
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Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan 

 

Koordinasi Teknis 

dengan Instansi 

Kehutanan sesudah dari 

lapangan 

 

Palangkaraya, 

13 Februari 2019 

Dilakukan kepada : 

- Dinas Kehutanan Prov. Kalimantan 

Tengah diterima oleh Bpk. Siterlin 

jabatan Kasubag Umum dan 

Kepegawaian. 

- BPHP Wil. X Palangkaraya, diterima oleh 

Bpk. Ir Yoyo Hariyadhi, MM jabatan 

Kepala BPHP Wil. X Palangkaraya. 

Hasil koordinasi teknis didokumentasikan 

Pengambilan Keputusan 

Penilikan Ke-2 

Samarinda, 

6 Maret 2019 

a. PT Karya Delta Permai dinyatakan LULUS 

penilaian kinerja pengelolaan hutan 

produksi lestari pada IUPHHK-HA sesuai 

Peraturan Direktur Jenderal PHPL No. 

P.14/PHPL/SET/4/ 2016. 

b. Status S-PHPL PT Karya Delta Permai 

dipertahankan sesuai masa berlaku, 

ruang lingkup dan predikatnya (BAIK).  
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4. RESUME HASIL  AUDIT  PENILIKAN KE-2 

 

HASIL PENILAIAN INDIKATOR KRITERIA PRASYARAT 

INDIKATOR 1.1 

Kepastian Kawasan Pemegang IUPHHK-HA 

NO 
NOMOR, JUDUL & BOBOT 

VERIFIER 

NILAI 

KINERJA 

VERIFIER 

NILAI 

AKTUAL 

VERIFIER 

RINGKASAN JUSTIFIKASI 

 

1 

1.1.1. 

Ketersediaan dokumen legal 

dan administrasi tata batas 

(PP,  SK IUPHHK-HA, Buku 

TBT, Peta TBT) 

(CD) 

3 2 

1. Ketersediaan dokumen legal PT KDP sebagai 

berikut : 

a. SK. IUPHHK-HA Nomor :  429/ Menhut-

II/2004, tanggal 19 Oktober 2004 seluas ± 

79.400 Ha dan lampiran peta skala 1 : 

100.000 di Kelompok Hutan Sungai Murung - 

Sungai Barito, Kabupaten Murung Raya, 

Provinsi Kalimantan Tengah dan berlaku 

sejak tanggal diterbitkan untuk jangka waktu 

45 (empat puluh lima) tahun; 

b. Tersedia akte notaris pendirian perusahaan, 

Akte No.34 tanggal 16 Januari 1997 oleh 

Notaris Ny. Machrani Moertolo S, SH. di 

Jakarta  

c. Akte perubahan No. 24 tanggal 11 Oktober 

2017 oleh Notaris Chandra Lim, SH.,LL.M di 

Jakarta Selatan, yang menegaskan dan 

mengangkat kembali susunan anggota 

Direksi dan Dewan Komisaris untuk masa 

jabatan selama 5 (lima) tahun terhitung mulai 

sejak tanggal Keputusan Pemegang tanggal 

11 Oktober 2017 sampai dengan 10 Oktober 

2022 (baru); Susunan anggota Direksi dan 

anggota Dewan Komisaris sebagai berikut : 

- Direktur : Tuan Setiyo Nuswantoro 

- Komisaris Utama : Tuan Yoseph Prawira 

- Komisaris : Tuan Irawan Prakoso 

d. SK Kementerian Hukum dan HAM Nomor : 

AHU-AH.01.03-0180510 tanggal 13 Oktober 

2017 

2. Tersedia dokumen SIUP Nomor : 

154/24.IPK.7/31.74.07/-1.824.27/e/2017 tanggal 

25 Oktober 2017, TDP Nomor 099.03.1.46.76410 

dan NPWP perusahaan No. 1.794.094.1.711 

3. Realisasi penataan batas PT KDP telah TEMU 

GELANG (100%) dan dokumen laporan TBT 

sedang dalam proses pengesahan. Ketersediaan 

adminitrasi tata batas yang dimiliki oleh PT. KDP 

belum sesuai dengan kelengkapan dan 

keabsahan suatu dokumen tata batas (BATB) 

yang disetujui/disahkan oleh instansi berwenang 
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NO 
NOMOR, JUDUL & BOBOT 

VERIFIER 

NILAI 

KINERJA 

VERIFIER 

NILAI 

AKTUAL 

VERIFIER 

RINGKASAN JUSTIFIKASI 

2. 1.1.2. 

Realisasi tata batas dan 

legitimasinya (BATB) 

(D) 

6 6 

Realisasi penataan batas PT KDP telah TEMU 

GELANG (100%) sepanjang 204,407 Km dan 

keterangan sebagai berikut : 

1. Batas persekutuan PT Sarang Sapta dan Eks PT 

Tunggal Pamenang panjang 42,218 Km (Buku 

Laporan masih dalam proses pengesahan di 

Dirjen Planologi) 

2. Batas persekutuan dengan PT Menoreh 

Loggingindo panjang 20,882 Km (Rekonstruksi 

TBT No 528/1991) 

3. Batas persekutuan dengan PT Barito Pacific 

Lumber panjang 19,480 Km (Rekonstruksi TBT No 

948/1994) 

4. Batas dengan areal hutan eks PT Dacrydium I dan 

II sepanjang 31,888 Km (Rekonstruksi TBT No. 

899/1994) 

5. Batas dengan areal hutan eks PT Tunggal 

Pamenang sepanjang 44, 565 Km (Rekonstruksi 

TBT No 539/1989) 

6. Batas dengan Hutan Lindung Gn Bumbun 

sepanjang 9,046 Km (Rekonstruksi TBT No 

528/1991) 

7. Batas dengan Hutan Lindung Gn Bondang 

sepanjang 6,830 Km (Rekonstruksi TBT No 

806/1989) 

8. Batas dengan Hutan Lindung Gn Lampuyat 

sepanjang 29,498 Km (Laporan masih dalam 

proses pengesahan di Dirjen Planologi 

Kehutanan) 

3. 1.1.3. 

Pengakuan para pihak atas 

eksistensi areal IUPHHK 

kawasan hutan (BATB) 

(CD) 

3 2 

1. SK Menteri Kehutanan Nomor :  429/ Menhut-

II/2004, tanggal 19 Oktober 2004 seluas ± 79.400 

Ha sah dan legal 

2. Terdapat penandatangan persetujuan dari para 

pihak berkaitan dengan tata batas areal PT KDP 

yang sudah direalisasikan seperti yang tercantum 

pada dokumen Buku TBT   

3. Hasil tanya jawab pada saat kunjungan auditor 

sosial dan observasi lapangan diketahui adanya 

desa yang berada di dalam areal PT KDP yaitu 

Desa Kolam, Desa Saruhung dan Desa Osom 

Tompok, sehingga menjadi potensi konflik batas 

antara masyarakat dengan PT KDP namun masih 

dapat diredam dan sampai saat ini masih bisa 

berjalan dengan baik. 

4. PT KDP melakukan upaya untuk meminimalisir 

adanya penguasaan lahan dan perladangan serta 

pemukiman masyarakat dengan mengidentifikasi 

jumlah perladangan di areal kerjanya, namun 

belum seluruhnya. 
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NO 
NOMOR, JUDUL & BOBOT 

VERIFIER 

NILAI 

KINERJA 

VERIFIER 

NILAI 

AKTUAL 

VERIFIER 

RINGKASAN JUSTIFIKASI 

4. 1.1.4. 

Tindakan pemegang izin 

dalam hal terdapat 

perubahan fungsi kawasan. 

Apabila tidak ada 

perubahan fungsi maka 

verifier ini menjadi Not 

Aplicable. 

(CD) 

3 3 

Terdapat perubahan fungsi kawasan hutan pada PT 

Karya Delta Permai dan atas perubahan fungsi 

kawasan tersebut, PT KArya Delta Permai telah 

melakukan perubahan rencana jangka panjang (Revisi 

RKUPHHK-HA periode 2011-2020) dan sudah 

mendapat pengesahan sesuai dengan Keputusan 

Menteri Kehutanan Nomor SK. 10/BUHA-2/2015 

tertanggal 20 Maret 2015 

5. 1.1.5. 

Penggunaan kawasan di 

luar sektor kehutanan 

(Apabila tidak ada 

penggunaan kawasan di 

luar sektor Kehutanan maka 

ve-rifier ini menjadi Not 

Aplicable). 

(CD) 

3 2 

PT KDP tidak memiliki dokumen SK penggunaan 

lahan di luar IUPHHK-HA untuk kepentingan 

pertambangan (IPPKH). Sedangkan untuk kegiatan 

pemukiman, perladangan dan perkebunan masyarakat 

terdapat identifikasi yang dilakukan oleh PT KDP dan 

pada tahun 2018 terdapat 43 lokasi perladangan 

masyarakat yang telah diidentifikasi yaitu dari Desa 

Olung Balo, Osom Tompok, Mahanyan, Mantiat Pari 

dengan jenis perladangan berupa tanaman padi dan 

tanaman karet. 

Nilai Kematangan/Bobot   Indikator (15/18) 100% = 83,33 % 

Nilai Kinerja Indikator BAIK (3) 

 

INDIKATOR 1.2 

Komitmen Pemegang IUPHHK-HA 

NOMOR, JUDUL & BOBOT 

VERIFIER 

NILAI 

KINERJA 

VERIFIER 

NILAI 

AKTUAL 

VERIFIER 

RINGKASAN JUSTIFIKASI 

1.2.1.  

Keberadaan dokumen visi, misi 

dan tujuan perusahaan yang 

sesuai dengan PHL 

(D) 

6 6 

Dokumen Visi dan Misi terdapat pada Bab I. 

Pendahuluan dokumen RKUPHHK-HA dan Revisinya 

yang disahkan oleh Direktur Bina Usaha Hutan Alam 

atas nama Menteri Kehutanan No. SK. 10/BUHA-2/2015 

tertanggal 20 Maret 2015 

Tersedia dokumen visi dan misi yang ditetapkan oleh 

Direksi PT KDP dan isinya tidak berbeda dengan 

dokumen visi dan misi yang tercantum dalam dokumen 

RKUPHHK-HA yang telah disahkan yaitu SK Direksi PT 

KDP No. 01/SK/Dir-KDP/I/2010 tanggal 2 Januari 2010  

 Visi dan Misi PT KDP telah sesuai dengan kerangka 

pengelolaan hutan lestari 

1.2.2.  

Sosialisasi visi, misi dan tujuan 

perusahaan 

(D) 

6 6 

Dokumen Visi dan Misi PT Karya Delta Permai telah 

disosialisasikan kepada karyawan sebagai berikut : 

- Surat Direktur PT KDP Nomor 12/Dir-KDP/II/2010 

tanggal 12 Pebruari 2010 tentang Sosialisasi Visi 

Misi dan Tujuan PT. Karya Delta Permai; 

- Berita Acara Sosialisasi Visi Misi kepada 
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NOMOR, JUDUL & BOBOT 

VERIFIER 

NILAI 

KINERJA 

VERIFIER 

NILAI 

AKTUAL 

VERIFIER 

RINGKASAN JUSTIFIKASI 

karyawan tanggal 15 Feb 2010 ; 

- Berita Acara Sosialisasi Visi Misi kepada 

karyawan tanggal 23 Januari 2017; 

- BAP Sosialisasi Visi dan Misi tanggal 22 Januari 

2019 

- Pemasangan Visi dan Misi pada dinding kantor 

PT. Karya Delta Permai di Base Camp Briiwit dan 

di Logpond (TPK Antara) Bumban. 

Sosialisasi kepada masyarakat/kampung di sekitar/di 

dalam areal IUPHHK-HA PT Karya Delta Permai sesuai 

dengan Berita Acara Sosialisasi Visi Misi kepada 

masyarakat tanggal 12 Maret 2013;. 

1.2.3.  

Kesesuaian visi, misi dengan 

implementasi  PHL 

(D) 

6 4 

Secara umum kesesuaian visi dan misi dengan 

implementasi pengelolaan hutan lestari yang 

diterapkan masih belum sepenuhnya terpenuhi di 

antaranya adalah ketersediaan Ganis PHPL PT Karya 

Delta Permai yang masih belum sepenuhnya sesuai, 

pencapaian target produksi yang cukup baik setiap 

tahunnya, pemenuhan terhadap SOP yang dibuat 

masih belum sesuai di lapangan. Sedangkan untuk 

pengelolaan lingkungan, flora dan fauna 

implementasinya masih belum sepenuhnya 

menjalankan dan menerapkan kaidah pengelolaan 

hutan lestari seperti, pemenuhan personil perlindungan 

dan pengamanan, sarana prasarana, pelaporan dan 

lainnya masih perlu ditingkatkan. Di bidang sosial lebih 

terverifikasi pemenuhannya walaupun masih belum 

sepenuhnya sesuai antara visi dan misi dengan 

implementasi di lapangan. 

Nilai Kematangan/Bobot   Indikator (16/18) x 100% = 88,89 % 

Nilai Kinerja Indikator BAIK (3) 

 

INDIKATOR 1.3. 

Jumlah dan Kecukupan Tenaga Profesional Bidang Kehutanan pada Seluruh Tingkatan Untuk 

Mendukung Pemanfaatan Implementasi Penelitian, Pendidikan dan Latihan 

NOMOR, JUDUL & BOBOT 

VERIFIER 

NILAI 

KINERJA 

VERIFIER 

NILAI 

AKTUAL 

VERIFIER 

RINGKASAN JUSTIFIKASI 

1.3.1.  

Keberadaan tenaga profesional 

bidang kehutanan di lapangan 

pada setiap bidang kegiatan 

pengelolaan hutan sesuai 

ketentuan yang berlaku 

(CD) 

3 3 

Keberadaan tenaga profesional bidang kehutanan di 

lapangan telah tersedia pada setiap bidang kegiatan 

pengelolaan hutan mengacu kepada Perdirjen PHPL 

No : P.16/PHPL-IPHH/2015 tanggal 24 Nopember 2015 

seperti berikut : 
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NOMOR, JUDUL & BOBOT 

VERIFIER 

NILAI 

KINERJA 

VERIFIER 

NILAI 

AKTUAL 

VERIFIER 

RINGKASAN JUSTIFIKASI 

No 
Jenis Tenaga 

Teknis 

Jumlah (orang) sesuai Luasan 

(Ha) 

Luas 

50.000 -  

<100.00

0 

Luas PT 

KDP ± 

79.400 

Ha 

Kecukupan 

1 
Ganis PHPL-

Kurpet 
1 1 Cukup 

2 
Ganis PHPL-

Canhut 
4 6 Lebih 2 

3 
Ganis PHPL-

Nenhut 
3 1 

Kurang 

2 

4 
Ganis PHPL-

Binhut 
5 4 *) 

Kurang 

1 

5 
Ganis PHPL-

PKB-R 
5 7 **) Lebih 2 

 JUMLAH 18 19 Lebih 1 

*)  Ganis Binhut atas nama Sunarti Register No. 

00424-12/BINHUT/XVIII/2015 telah habis masa 

berlakunya pada tanggal 20 Desember 2018 dan 

belum diperpanjang. 

**) Ganis PKB atas nama Sulistiyono Register No. 

01575-12/PKB-R/XVIII/2015 telah habis masa 

berlakunya pada tanggal 22 Desember 2018 dan 

Ganis PKB atas nama Gagang Kristino Register No. 

00875-12/PKB-R/XVIII/2015 telah habis masa 

berlakunya pada tanggal 15 Desember 2018 dan 

keduanya telah keluar/resign dari PT KDP pada 

Desember 2018. 

Ketersediaan tenaga profesional bidang kehutanan 

pada saat audit di lapangan tersedia pada setiap 

bidang kegiatan pengelolaan hutan dengan jumlah  

88,89% atau 16 personil dari seharusnya sebanyak 18 

personil. 

1.3.2.  

Peningkatan kompetensi SDM 

(D) 6 6 

Total jumlah peningkatan kompetensi personil/ SDM 

PT Karya Delta Permai selama tahun 2018 sebesar 

79,31%, dan peningkatan kompetensi sebagian besar 

berasal dari realisasi pemenuhan tenaga teknis di 

lapangan dan sebagian tenaga administrasi yang 

menunjang operasional sesuai dengan peraturan dan 

ketentuan yang berlaku. 

1.3.3.  

Ketersediaan dokumen 

ketenagakerjaan 

(D) 

6 6 

PT Karya Delta Permai telah memiliki dokumen 

ketenagakerjaan dan secara umum PT KDP  telah 

menjalankan dan menerapkan ketentuan normatif 

dalam pengelolaan ketenagakerjaan dan ketersediaan 

dokumen ketenagakerjaan di kantor basecamp Briwit 

telah sepenuhnya tersedia 



 
 

Halaman 9 dari 49 

 

RESUME HASIL PENILAIAN KINERJA PHPL 

 

 FPHPL-22 Rev. M 05/01/2019 

NOMOR, JUDUL & BOBOT 

VERIFIER 

NILAI 

KINERJA 

VERIFIER 

NILAI 

AKTUAL 

VERIFIER 

RINGKASAN JUSTIFIKASI 

Nilai Kematangan/Bobot   Indikator 
(15/15) x 100% = 100,00 % 

Nilai Kinerja Indikator 
BAIK (3) 

 

INDIKATOR 1.4. 

Kapasitas dan Mekanisme untuk Perencanaan Pelaksanaan Pemantauan Periodik, Evaluasi dan 

Penyajian Umpan Balik Mengenai Kemajuan Pencapaian (Kegiatan) IUPHHK–HA  

NOMOR, JUDUL & BOBOT 

VERIFIER 

NILAI 

KINERJA 

VERIFIER 

NILAI 

AKTUAL 

VERIFIER 

RINGKASAN JUSTIFIKASI 

1.4.1.  

Kelengkapan unit kerja 

perusahaan dalam kerangka  

PHPL 

(D) 

6 6 

PT Karya Delta Permai telah memiliki kelengkapan 

unit kerja perusahaan dalam kerangka 

pengelolaan hutan lestari berupa struktur 

organisasi perusahaan yang dituangkan dalam 

bentuk SK Direksi No SK.09/SK/DIR/KDP-

BJM/I/2018 tanggal 10 Januari 2018. 

Dalam SK tersebut juga terdapat lampiran berupa 

bagan organisasi dan job description atau uraian 

tugas pada masing-masing jabatan. 

Susunan organisasi dan pejabat yang ditunjuk 

telah sesuai dan memenuhi kerangka pengelolaan 

hutan produksi lestari 

1.4.2.  

Keberadaan perangkat Sistem 

Informasi Manajemen dan tenaga 

pelaksana 

(D) 

6 6 

PT Karya Delta Permai telah memiliki peralatan 

SIM dan menjalankan pelaporan dengan 

menggunakan sistem informasi yang ada.  

Selain itu juga terdapat SK Direksi No 

33/SK/CM/KDP-BC/X/ 2016 tanggal 2 Oktober 

2016 tentang Pengangkatan Karyawan pada 

Lingkup PT Karya Delta Permai yang mengangkat 

Sdr. Ihwani, S.Hut. sebagai pelaksana Sistem 

Informasi Manajemen (SIM) pada PT KDP yang 

berkedudukan di Briwit Camp Km 70 Puruk Cahu. 

Di samping itu PT KDP telah melakukan 

penatausahaan kayu dengan SIPUHH Online dan 

terdapat sarana prasarana di Basecamp Briwit PT 

KDP beserta SDM sbb. : 

- SK Direksi PT KDP No. 25/SK/DIR/KDP-

BJM/VII/2017 tanggal 14 Juli 2017 dengan 

operator SIPUHH atas nama Suharno dan 

Priyo Tri Pratomo. 

- SK Direksi PT KDP No. 08/SK/DIR/KDP-

BJM/I/2019 tanggal 5 Januari 2019 dengan 

operator SIPUHH atas nama Suharno dan 

Suhadi Saputra 

1.4.3.  

Keberadaan SPI /internal auditor 

dan efektifitasnya 

6 6 

Struktur Organisasi PT KDP sesuai SK Direksi No 

SK.09/SK/DIR/KDP-BJM/I/2018 tanggal 10 Januari 

2018 telah menunjuk personil SPI atas nama 
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NILAI 
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VERIFIER 
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(D) Paimun. 

Di samping itu terdapat SK penunjukkan personil 

SPI sesuai dengan SK Direktur PT KDP No. 

26/SK.DIR/KDP-BJM/VI/2018 tanggal 10 Juni 2018 

dengan personil SPI atas nama Paimun dan Hirten 

MT sebagai anggota. 

SPI PT KDP telah melakukan kegiatan monitoring 

dan evaluasi sesuai dengan dokumen laporan SPI 

yang dilaksanakan pada periode Januari – Juli 

2018 pada pelaksanaan RKT 2018. 

Hasil verifikasi laporan SPI pada semester I tahun 

2018 terlihat bahwa kegiatan internal audit PT KDP 

telah berjalan dengan efektif untuk mengontrol 

seluruh tahapan kegiatan di mana telah 

mencakup bagian operasional dan non 

operasional.  

1.4.4.  

Keterlaksanaan tindak koreksi  

manajemen berbasis hasil 

monitoring dan evaluasi 

(D) 

6 4 

Terdapat laporan hasil audit internal yang 

dilaporkan kepada Direktur Utama PT Karya Delta 

Permai atas hasil audit yang dilaksanakan. 

Dokumen tindak lanjut berupa saran dan alternatif 

tindakan/ action plan atas temuan hasil SPI. 

Namun tidak terdapat evaluasi atas 

keterlaksanaan tindakan koreksinya. 

Nilai Kematangan/Bobot   Indikator (22/24) x 100% = 91,67 % 

Nilai Kinerja Indikator BAIK (3) 

 

INDIKATOR 1.5.  

Persetujuan atas dasar informasi awal tanpa paksaan (PADIATAPA) 

NOMOR, JUDUL & BOBOT 

VERIFIER 

NILAI 

KINERJA 

VERIFIER 

NILAI 

AKTUAL 

VERIFIER 

RINGKASAN JUSTIFIKASI 

1.5.1.  

Persetujuan rencana penebangan 

melalui peningkatan pemahaman, 

keterlibatan, pencatatan proses 

dan diseminasi isi kandungannya 

(CD) 

3 2 

PT KDP telah memiliki SK RKT, yaitu RKT 2018 

yang sudah disahkan secara self approval oleh 

Direktur PT KDP sesuai dengan SK No. 

05/SK/DIR/KDP-PLK/I/2018 tanggal 03 Januari 

2018 dan RKT 2019  yang sudah disahkan secara 

self approval oleh Direktur PT KDP sesuai dengan 

SK No. 03/SK/DIR/KDP-PLK/I/2019 tanggal 03 

Januari 2019. 

Pada pelaksanaan RKT 2018 terdapat BAP 

pelaksanaan sosialisasi RKT 2018, Kawasan 

Lindung serta PMDH IUPHHK-HA PT Karya Delta 

Permai tanggal 05 Februari 2018, terdapat BAP 

dan lampiran dokumentasi foto-foto pelaksanaan 

sosialisasi namun tidak terdapat daftar hadir. 

Pada pelaksanaan RKT 2018 terdapat BAP 

pelaksanaan sosialisasi RKT 2018, Kawasan 
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Lindung serta PMDH IUPHHK-HA PT Karya Delta 

Permai tanggal 28 April 2018 di Base Camp Briwit, 

terdapat BAP dan lampiran dokumentasi foto-foto 

pelaksanaan sosialisasi dan terdapat daftar hadir 

yang dihadiri oleh karyawan dan masyarakat serta 

muspika Kecamatan Tanah Siang sebanyak 80 

orang. 

Secara umum pelaksanaan RKT PT Karya Delta 

Permai setiap tahunnya telah disetujui dan dapat 

dilaksanakan dengan baik, namun sosialissi dan 

persetujuan dari masyarakat belum seluruhnya. 

1.5.2.  

Persetujuan dalam proses tata 

batas 

(D) 

6 4 

Proses tata batas PT KDP telah temu gelang dan 

saat ini sedang dalam proses penandatanganan 

dokumen Buku TBT yang terakhir. 

BAP pelaksanaan batas sendiri dan persekutuan 

areal kerja IUPHHK-HA PT Karya Delta Permai, PT 

Menorah Loggingindo, PT Barito Putra di Kab. 

Murung Raya Prov. Kalimantan Tengah tanggal 29 

Januari 2012 ditandatangani oleh para pihak  

Hasil observasi lapangan dan penjelasan dari 

auditor sosial menunjukkan bahwa walaupun 

areal PT KDP telah ditata batas dan telah temu 

gelang, namun di lapangan dijumpai masih 

banyaknya perladangan dan perambahan areal 

serta lokasi pemukiman di dalam areal IUPHHK-

HA PT KDP. 

1.5.3.  

Persetujuan dalam proses dan 

pelaksanaan  CSR/CD 

(D) 

6 4 

Rencana kelola sosial PT KDP telah disahkan dan 

disetujui oleh pihak berwenang seperti tercantum 

dalam dokumen RKT yang telah disahkan setiap 

tahunnya. 

Pada pelaksanaan RKT 2018 terdapat BAP 

pelaksanaan sosialisasi RKT 2018, Kawasan 

Lindung serta PMDH IUPHHK-HA PT Karya Delta 

Permai tanggal 05 Februari 2018, terdapat BAP 

dan lampiran dokumentasi foto-foto pelaksanaan 

sosialisasi namun tidak terdapat daftar hadir. 

Pada pelaksanaan RKT 2018 terdapat BAP 

pelaksanaan sosialisasi RKT 2018, Kawasan 

Lindung serta PMDH IUPHHK-HA PT Karya Delta 

Permai tanggal 28 April 2018 di Base Camp Briwit, 

terdapat BAP dan lampiran dokumentasi foto-foto 

pelaksanaan sosialisasi dan terdapat daftar hadir 

yang dihadiri oleh karyawan dan masyarakat serta 

muspika Kecamatan Tanah Siang sebanyak 80 

orang. 

Kegiatan sosialisasi dan persetujuan CD/CSR/ 

PMDH PT KDP masih belum dilaksanakan secara 

menyeluruh. 
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NOMOR, JUDUL & BOBOT 

VERIFIER 

NILAI 

KINERJA 

VERIFIER 

NILAI 

AKTUAL 

VERIFIER 

RINGKASAN JUSTIFIKASI 

1.5.4.  

Persetujuan dalam proses 

penetapan kawasan lindung 

(D) 

6 4 

Pada pelaksanaan RKT 2018 terdapat BAP 

pelaksanaan sosialisasi RKT 2018, Kawasan 

Lindung serta PMDH IUPHHK-HA PT Karya Delta 

Permai tanggal 05 Februari 2018, terdapat BAP 

dan lampiran dokumentasi foto-foto pelaksanaan 

sosialisasi namun tidak terdapat daftar hadir. 

Pada pelaksanaan RKT 2018 terdapat BAP 

pelaksanaan sosialisasi RKT 2018, Kawasan 

Lindung serta PMDH IUPHHK-HA PT Karya Delta 

Permai tanggal 28 April 2018 di Base Camp Briwit, 

terdapat BAP dan lampiran dokumentasi foto-foto 

pelaksanaan sosialisasi dan terdapat daftar hadir 

yang dihadiri oleh karyawan dan masyarakat serta 

muspika Kecamatan Tanah Siang sebanyak 80 

orang. 

Kegiatan sosialisasi dan persetujuan Kawasan 

Lindung PT KDP masih belum dilaksanakan 

secara menyeluruh. 

Nilai Kematangan/Bobot   Indikator (14/21) 100% = 66,67 % 

Nilai Kinerja Indikator SEDANG (2) 

 

HASIL PENILAIAN INDIKATOR KRITERIA PRODUKSI 

 INDIKATOR 2.1. 

Penataan areal kerja jangka panjang dalam pengelolaan hutan lestari 

NO 
NOMOR, JUDUL & BOBOT 

VERIFIER 

NILAI 

KINERJA 

VERIFIER 

NILAI 

AKTUAL 

VERIFIER 

RINGKASAN JUSTIFIKASI 

1. 2.1.1. 

Keberadaan Dokumen 

Rencana Jangka Panjang 

(management plan) yang 

telah Disetujui oleh Pejabat 

yang Berwenang  

(D) 

6 6 PT Karya Delta Permai memiliki dokumen 

rencana jangka panjang (manajemen plan) 

yang dijadikan acuan pengelolaan hutan 

pada periode penilaian yaitu Revisi 

RKUPHHK-HA Berbasis IHMB Periode 

2011 - 2020 PT Karya Delta Permai, Tahun 

2015 beserta Lampiran Peta RKUPHHK-HA 

skala 1 : 100.000 yang telah disetujui dan 

disahkan melalui Keputusan Menteri 

Kehutanan No. SK.10/BUHA-2/2015 

tanggal 20 Maret 2015. 

Tidak terdapat peringatan terkait 

pemenuhan RKUPHHK-HA. 

2. 2.1.2  

Kesesuaian Implementasi 

Penataan Areal Kerja di 

Lapangan dengan Rencana 

Jangka Panjang  

(D) 

6 6 Terdapat implementasi penataan areal 

kerja pada Blok RKTUPHHK-HA Tahun 

2018 dan Tahun 2019 

Berikut telaah kesesuaian implementasi 

PAK dengan perencanaan jangka : 
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Tahun RKU RKT Ket 

2018 VIII VIII S 

2019 IX IX S 

Berdasarkan rincaian diatas diketahui 

terdapat kesesuaian implementasi PAK 

sebesar 2/2 atau sebesar 100% sesuai. 

3. 2.1.3  

Pemeliharaan Batas Blok dan 

Petak / compartemen kerja  

(D) 

6 4 Tanda batas blok dan petak kerja 

sebagian terlihat dengan jelas di lapangan, 

dengan kondisi penandaan batas blok dan 

batas petak di lapangan : 

- Tanda Batas Blok berupa Plang 

RKTUPHHK-HA tahun 2018 dan 

penandanan batas dengan cat warna 

merah /// sepanjang jalan rintisan 

batas pada koordinat 0010’19,98” S 

dan 114014’50,68” E terlihat jelas di 

Lapangan. 

- Tanda Batas Blok berupa Plang 

RKTUPHHK-HA tahun 2018 dan 

penandanan batas dengan cat warna 

merah /// sepanjang jalan rintisan 

batas pada koordinat 0010’20,88” S 

dan 114013’09,88” E terlihat jelas di 

Lapangan. 

- Tanda Batas Petak berupa Plang 

Batas Petak 21K | 21L dan 

penandanan batas dengan cat warna 

merah // sepanjang jalan rintisan pada 

koordinat 0010’52,65” S dan 

114015’3,24” E terlihat jelas di 

Lapangan. 

- Tanda Batas Petak berupa Plang 

Batas Petak 21J | 21I terlihat jelas, 

namun penandanan batas dengan cat 

warna merah // sepanjang jalan 

rintisan pada koordinat 0009’49,38” S 

dan 114014’51,17” E tidak terlihat 

jelas di Lapangan. 

- Tanda Batas Blok berupa Plang 

RKTUPHHK-HA tahun 2019 dan 

penandanan batas dengan cat warna 

merah /// sepanjang jalan rintisan 

batas pada koordinat 0010’20,06” S 

dan 114011’33,64” E terlihat jelas di 

Lapangan. 

- Tanda Batas Petak berupa Plang 

Batas Petak pada RKTUPHHK-HA 

Tahun 2019 belum dapat diverifikasi 

dikarenakan aksesibilitas, 

berdasarkan wawancara dengan 
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VERIFIER 
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Koordinator PHPL pemasangan plang 

batas petak akan dilaksanakan 

apabila kegiatan pembuatan jalan 

telah dilaksanakan. 

Nilai Kematangan/Bobot   Indikator (16/18 ) 100% = 88,89 % 

Nilai Kinerja Indikator BAIK 

 

INDIKATOR 2.2. 

Tingkat Pemanenan Lestari untuk Setiap Jenis Hasil Hutan Kayu Utama dan Nir Kayu pada Setiap Tipe 

Ekosistem Kepastian Kawasan Pemegang IUPHHK-HA 

NO 
NOMOR, JUDUL & BOBOT 

VERIFIER 

NILAI 

KINERJA 

VERIFIER 

NILAI 

AKTUAL 

VERIFIER 

RINGKASAN JUSTIFIKASI 

1. 2.2.1.  

Terdapat Data Potensi 

Tegakan per Tipe Ekosistem 

yang ada (Berbasis IHMB / 

Survei potensi, ITSP, Risalah 

Hutan) 

(D) 

6 6 PT Karya Delta Permai memiliki data 

potensi tegakan berdasarkan IHMB dan 

ITSP 3 Tahun Terakhir. 

Data Potensi sesuai dengan Hasil IHMB 

Tahun 2009 didapatkan kondisi Sediaan 

Kayu yang dapat dimanfaatkan sesuai 

kelas diameternya yaitu : 

 40 cm up rata-rata sebesar 33,48 

Btng/Ha dengan volume 83,19 M3/Ha. 

 50 cm up rata-rata sebesar 17,32 

Btng/Ha dengan volume 59,02 M3/Ha. 

Data potensi tegakan berdasarkan hasil 

ITSP dengan kondisi : 

 Blok Tahun 2019 seluas 1.453,96 Ha 

pada diamater >50 cm up dengan 

jumlah pohon rata-rata 5,41 pohon/ha 

dan volume sebesar 24,62 m3/Ha. 

 Blok Tahun 2018 seluas 2.034 Ha 

pada diamater >50 cm up dengan 

jumlah pohon rata-rata 5,06 pohon/ha 

dan volume sebesar 27,98 m3/Ha. 

 Blok Tahun 2017 seluas 2.300 Ha 

pada diamater >50 cm up dengan 

jumlah pohon rata-rata 7,60 pohon/ha 

dan volume sebesar 30,46 m3/Ha. 

Tersedia Kelengkapan peta pendukung 

berupa Peta Penyebaran Pohon skala 

1:1.000 yang memuat sebaran pohon, jalur 

survey dan Kontur. Sample pemeriksaan 

Peta Penyebaran Pohon Petak 17 D 

(Tahun 2019), Petak 20 H (Tahun 2018), 

dan Petak 21 K (Tahun 2017). 

2. 2.2.2.  

Terdapat Informasi tentang 

3 3 PT Karya Delta Permai telah memiliki SOP 

Petak Ukur Permanen (PUP) dengan 

nomor dokumen : SPO/01/KELING-
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Riap Tegakan 

(CD) 

PUP/2010 tanggal 10 Januari 2010, dan isi 

dari SOP telah sesuai dengan ketentuan 

yaitu mengacu pada SK Surat Keputusan 

Kepala Bidang Litbang Kehutanan Nomor : 

38/KPTS/VI-HM-3/93, tanggal 9 Juni 1993. 

PT Karya Delta Permai memiliki informasi 

riap tegakan pada : 

 PUP Seri 1 yaitu Hasil Analisa Riap 

Pertumbuhan Pengukuran Ke-5 Tahun 

2013 berada di Petak 35MM (eks blok 

tebangan 2006), dengan Riap volume 

dengan perlakuan rata-rata sebesar 

2,13 m3/ha/thn dan tanpa perlakuan 

rata-rata sebesar 1,89 m3/ha/thn.  

 PUP Seri 2 yaitu Hasil Analisa Riap 

Pertumbuhan Pengukuran Ke-5 Tahun 

2017 berada di Petak 32W (eks blok 

tebangan 2011) dengan Riap volume 

dengan perlakuan rata-rata sebesar 

2,49 m3/ha/thn dan tanpa perlakuan 

rata-rata sebesar 2,05 m3/ha/thn. 

 PUP Seri 3 berada di Petak 13K (eks 

tebangan 2017) dengan kondisi 

terdapat pengukuran awal Tahun 

2017. Hasil Analisa Riap saat 

dilakukan audit sedang dalam proses 

analisa riap pegukuran Ke-2.   

3. 2.2.3.  

Terdapat Perhitungan Internal 

/self  JTT Berbasis Data 

Potensi dan Kondisi 

Kemampuan Pertumbuhan 

Tegakan 

(CD) 

3 3 PT Karya Delta Permai selama periode 

audit telah melaksanakan analisis data 

potensi dan riap tegakan. 

Berdasarkan dokumen RKTUPHHK-HA 

Tahun 2018 dan Tahun 2019 yang  

disahkan secara self approval diverifikasi 

bahwa telah terdapat penentuan JTT telah 

berbasis data potensi/ hasil inventarisasi 

berdasar ITSP. 

Disamping itu, terdapat terdapat 

perhitungan internal JTT sebagai informasi 

kondisi tegakan berbasis riap 

pertumbuhan  yaitu : 

 Berdasarkan analisa riap pengukuran 

ke-5 petak 35MM didapatkan hasil 

Riap volume dengan perlakuan rata-

rata sebesar 2,13 m3/ha/thn, maka 

perhitungan internal JTT sebesar 

77.466,3 m3/tahun, sedangkan riap 

tanpa perlakuan rata-rata sebesar 1,89 

m3/ha/thn maka perhitungan internal 

JTT sebesar 68.737,7 m3/tahun. 

 Berdasarkan analisa riap pengukuran 

ke-5 petak 32W didapatkan 
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NILAI 
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VERIFIER 
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didapatkan hasil Riap volume dengan 

perlakuan rata-rata sebesar 2,49 

m3/ha/thn, maka perhitungan internal 

JTT sebesar 90.559,2 m3/tahun, 

sedangkan riap tanpa perlakuan rata-

rata sebesar 2,05 m3/ha/thn maka 

perhitungan internal JTT sebesar 

74.556,6 m3/tahun. 

Nilai Kematangan/Bobot   Indikator (12/12 ) 100% = 100,00 % 

Nilai Kinerja Indikator BAIK 

 

INDIKATOR 2.3. 

Pelaksanaan Penerapan Tahapan Sistem Silvikultur untuk Menjamin Regenerasi Hutan 

 

NO 
NOMOR, JUDUL & BOBOT 

VERIFIER 

NILAI 

KINERJA 

VERIFIER 

NILAI 

AKTUAL 

VERIFIER 

RINGKASAN JUSTIFIKASI 

1. 2.3.1.  

Ketersediaan SOP Seluruh 

Tahapan Kegiatan Sistem 

Silvikultur  

(D) 

6 4 PT Karya Delta Permai tersedia memiliki 

SOP seluruh tahapan sistem silvikultur 

secara lengkap, tetapi isinya belum sesuai 

dengan pedoman pelaksanaan atau 

ketentuan teknis, terdiri atas : 

a. SOP Penataan Areal Kerja 

b. SOP Intentarisasi Tegakan Sebelum 

Penebangan 

c. SOP Pembukaan Wilayah Hutan 

d. SOP Pemanenan 

e. SOP Penanaman dan Pemeliharaan 

Tanaman Pengayaan 

f. SOP Pembebasan Pohon Binaan 

g. SOP Perlindungan dan Pengamanan 

Hutan 

2. 2.3.2.  

Implementasi SOP Seluruh 

Tahapan Kegiatan Sistem 

Silvikultur  

(D) 

6 4 Dapat diverifikasi keberadaan 

implementasi SOP Tahapan Sistem 

Silvikultur, dengan kondisi : 

a. SOP Penataan Areal Kerja 

Implementasi PAK PT Karya Delta 

Permai dilaksanakan pada Et-3 

Diverifikasi keberadaan tanda tatas 

blok berupa cat warna merah /// dan 

batas petak berupa cat warna merah // 

sepanjang jalur rintisan batas. 

Terdapat plang tanda blok 

RKTUPHHK-HA Tahun 2018 dan 2019. 

(secara rinci pada verifier 2.1.3). 

b. SOP Intentarisasi Tegakan Sebelum 

Penebangan (ITSP)  
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Implementasi ITSP PT Karya Delta 

Permai dilaksanakan pada Et-2.  

Pemeriksaan Lapangan di Petak 15 J 

RKTUPHHK Tahun 2019 pada 

koodinat 0010’07,23” S dan 

114011’45,89” E dapat diverifikasi 

keberadaan penandaan label barcode 

yang dipasang pada pohon ditebang. 

Hasil ITSP Blok RKTUPHHK-HA Tahun 

2019 telah diupload dalam SIPUHH. 

Tersedia peta penyebaran pohon 

skala 1:1.000 sesuai dengan SOP. 

c. SOP Pembukaan Wilayah Hutan 

Implementasi PWH PT Karya Delta 

Permai dilaksanakan Et-0. Dapat 

diverifikasi pada Blok RKT Tahun 2019 

pendanaan rencana trase jalan 

dengan menggunakan tanda cat 

merah (=) pada sepanjang rintisan. 

Dalam kegiatan PWH PT Karya Delta 

Permai memiliki 3 unit traktor Pembuat 

Jalan, 2 Motor Grader, 2 Exavator, dan 

3 Dump Truck. Belum ditemukan peta 

rencana jaringan jalan skala 1:5.000 

sesuai SOP. 

d. SOP Pemanenan 

Implementasi kegiatan pemanenan 

telah dilaksanakan pada RKTUPHHK-

HA Tahun 2018 dimulai dari kegiatan 

penebangan, penyaradaan, 

Pengulitan, Pengukuran, Pemuatan, 

Pengangkutan, Pembongkaran, serta 

Perakitan. 

Realisasi Produksi RKTUPHHK-HA 

Tahun 2018 sebanyak  31.324,65 m3 

dari rencana sebesar 46.630,33 m3 

atau terealisasi 67,18 %. 

PT Karya Delta Permai memiliki 9 

tracktor sarad, 8 logging truck, dan 3 

unit wheel loader. 

e. SOP Penanaman dan Pemeliharaan 

Tanaman Pengayaan. 

Implementasi Penanaman dan 

Pemeliharaan dapat diverifikasi telah 

dilakukan pada kanan kiri jalan eks 

blok RKT 2017 menggunakan bibit 

diantaranya jenis Karet, Mahoni, serta 

Meranti. Selain itu, terdapat 

penanaman bekas TPn dan Jalan 

Sarad. 

f. SOP Pembebasan Pohon Binaan 
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Tidak dilakukan karena pada Periode 

RKUPHHK-HA Tahun 2011-2020 

seluruhnya adalah HPT. 

g. SOP Perlindungan dan Pengamanan 

Hutan 

Impelementasi SOP yang dapat 

diverifikasi berupa kegiatan patroli 

pengamanan dan perlindungan hutan 

antara Satpam bersama dengan 

Kepolisian sesuai dengan Laporan 

Patroli PPH Tahun 2018.   

Selain itu, implementasi Perlindunan 

dan Pengamanan Hutan dapat 

diverifikasi pemasangan plang 

larangan merambah dan merusak 

hutan, melakukan pembukaan lahan, 

membakar hutan, penambangan liar 

dan perlindungan satwa dilindungi. 

3. 2.3.3.  

Tingkat Kecukupan Potensi 

Tegakan sebelum Masak 

Tebang 

(D) 

6 6 Berdasarkan Pengamatan Kecukupan 

tegakan Tinggal di Areal bekas Tebangan 

RKT 2017 (Petak 16 K dan 19 M) 

didapatkan pohon inti dan pohon yang 

disisakan (tidak ditebang) dari jenis-jenis 

komersial dengan rata-rata konversi per 

hektar pada Petak 16 K = 27 pohon/Ha 

dan Petak 19 M = 28,5 pohon/Ha  atau 

rata-rata sebanyak 27,75 pohon/Ha (>25 

pohon/ha). 

4. 2.3.4.  

Tingkat Kecukupan Potensi 

Permudaan 

(CD) 

3 3 Berdasarkan Pengamatan Kecukupan 

tegakan Tinggal di Areal bekas Tebangan 

RKT 2017 (Petak 16 K dan 19 M) 

didapatkan data permudaan pada tingkat 

tiang jenis komersial dengan rata-rata 

konversi per hektar pada Petak 16 K = 138 

Tiang/Ha dan Petak 19 M = 160 

Tiang/Ha atau rata-rata 149 Tiang/Ha 

(≥100 batang tiang/ha). 

Nilai Kematangan/Bobot   Indikator (17/21) 100% = 80,95 % 

Nilai Kinerja Indikator BAIK 

 

INDIKATOR 2.4. 

Ketersediaan dan Penerapan Teknologi Ramah Lingkungan Untuk Pemanfaatan Hasil Hutan 

Kayu 

 

NO 
NOMOR, JUDUL & BOBOT 

VERIFIER 

NILAI 

KINERJA 

VERIFIER 

NILAI 

AKTUAL 

VERIFIER 

RINGKASAN JUSTIFIKASI 

1. 2.4.1.  6 6 Tersedia SOP Preduce Impact Logging (RIL) 
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NO 
NOMOR, JUDUL & BOBOT 

VERIFIER 

NILAI 

KINERJA 

VERIFIER 

NILAI 

AKTUAL 

VERIFIER 

RINGKASAN JUSTIFIKASI 

Ketersediaan Prosedur 

Pemanfaatan / Pengelolaan 

Hutan Ramah Lingkungan 

(D) 

No. Dokumen SPO/02/PROD-RIL/2010 Rev. 

2 yang telah disetujui oleh Direktur tanggal 

15 Januari 2010. Pada Periode Audit 

Penilikan Ke-2 tidak mengalami perubahan/ 

revisi.  

Telah diverifikasi bahwa tersedia SOP 

pemanfaatan / pengelolaan hutan ramah 

lingkungan untuk seluruh kegiatan 

pengelolaan hutan, dan isinya sesuai untuk 

karateristik kondisi setempat. 

2. 2.4.2.  

Penerapan Teknologi Ramah 

Lingkungan 

(D) 

6 4 PT Karya Delta Permai telah melaksanakan 

kegiatan dengan untuk penerapan teknologi 

ramah lingkungan : 

1) Kegiatan Perencanaan pemanenan 

yaitu pembuatan peta dengan 

menggunakan bantuan software acGIS. 

2) Kegiatan Pasca Pemanenan Kayu yaitu  

Pembuatan dan Pemeliharaan drainase 

Jalan dengan Excavator dan Motor 

Grader. 

3. 2.4.3.  

Tingkat Kerusakan Tegakan 

Tinggal Minimal dan 

Keterbukaan Wilayah 

(D) 

6 4 Berdasarkan Pengamatan Kerusakan 

Tegakan di Areal Tebangan RKT 2018 Petak 

20 I dan 21 J PT Karya Delta Permai. Telah 

dilaksanakan analisis kerusakan tegakan 

pada semua tingkat hidup didapatkan rata-

rata konversi per hektar pada Petak 20 I = 

22,22 % dan Petak 21 J = 25 % atau rata-

rata tingkat kerusakan semai, pancang, tiang 

dan pohon sebesar 23,61 % (16-30%). 

4. 2.4.4.  

Limbah Pemanfaatan Hutan 

Minimal 

(CD) 

3 3 Berdasarkan Pengamatan Uji Petik Faktor 

Ekspolitasi di Areal Tebangan RKT 2018 ( 

Petak 20I dan 21F) PT Karya Delta Permai 

diketahui bahwa besaran faktor eksploitasi 

sebesar 0,88. 

Nilai Kematangan/Bobot   Indikator (17/21) 100% = 80,95 % 

Nilai Kinerja Indikator BAIK 

 

INDIKATOR 2.5. 

Realisasi Penebangan sesuai dengan Rencana Kerja Penebangan / Pemanenan / Pemanfaatan Pada 

Areal Kerjanya 

NO 
NOMOR, JUDUL & BOBOT 

VERIFIER 

NILAI 

KINERJA 

VERIFIER 

NILAI 

AKTUAL 

VERIFIER 

RINGKASAN JUSTIFIKASI 

1. 2.5.1.  

Keberadaan Dokumen 

Rencana Kerja Jangka Pendek 

(RKT) yang Disusun 

Berdasarkan Rencana Kerja 

3 3 Pada periode audit Penilikan Ke-2 dapat 

diverifikasi keberadaan dokumen 

RKTUPHHK-HA PT Karya Delta Permai 

Tahun 2018 dan 2019 mengacu pada 

RKUPHHK-HA Periode tahun 2011-2020 
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NO 
NOMOR, JUDUL & BOBOT 

VERIFIER 

NILAI 

KINERJA 

VERIFIER 

NILAI 

AKTUAL 

VERIFIER 

RINGKASAN JUSTIFIKASI 

Jangka Panjang (RKU) dan 

Disahkan Sesuai Peraturan 

yang Berlaku (Dinas Prov, self 

approval)  

(CD) 

dan telah  disahkan oleh Direktur PT 

Karya Delta Permai secara self approval. 

Dengan demikian, terdapat dokumen 

RKTUPHHKHA secara lengkap yang 

disusun berdasarkan RKU. 

2. 2.5.2.  

Kesesuaian Peta Kerja dalam 

Rencana Jangka Pendek 

dengan Rencana Jangka 

Panjang 

(D) 

6 4 Diverifikasi bahwa Peta RKTUPHHK-HA 

tahun 2018 dan 2019 skala 1:50.000 

menggambarkan areal yang boleh 

ditebang/ dipanen/ dimanfaatkan/ 

ditanam/ dipelihara beserta areal yang 

ditetapkan sebagai kawasan lindung 

tetapi tidak sesuai dengan peta RKU yang 

disahkan oleh pejabat yang berwenang. 

Hal ini dikarenakan Areal Sempadan 

Sungai dan Areal Hutan Prenget telah 

tergambar pada Peta, namun tidak 

tertuang pada Legenda Peta RKTUPHHK-

HA tahun 2018 dan 2019. 

3. 2.5.3.  

Implementasi Peta Kerja 

Berupa Penandaan Batas Blok 

Tebangan / Dipanen / 

Dimanfaatkan / Ditanam / 

Dipelihara beserta Areal yang 

Ditetapkan sebagai Kawasan 

Lindung (untuk Konservasi/ 

buffer zone/ pelesta-rian 

plasma nutfah / religi /budaya / 

sarana prasarana dan 

Penelitian & Pengembangan) 

(D) 

6 4 Dapat diverifikasi implementasi peta kerja 

berupa penandaan pada sebagian batas 

blok tebangan/ dipanen/ dimanfaatkan/ 

ditanam/ dipelihara beserta areal yang 

ditetapkan sebagai kawasan lindung 

meskipun belum seluruhnya. 

Pemeriksaan lapangan tehadap Blok 

Tebangan RKTUPHHK-HT Tahun 2018 

dan 2019 diverifikasi terdapat penandaan 

batas blok tebangan, diantaranya : 

- Tanda Batas Blok RKTUPHHK-HA 

Tahun 2018 dengan penandanan  

cat warna merah /// sepanjang jalan 

rintisan pada koordinat 00010’19,98” 

S dan 114014’50,68” E terletak 

sesuai dengan peta kerja. 

- Tanda Batas Blok RKTUPHHK-HA 

Tahun 2018 dengan penandanan  

cat warna merah /// sepanjang jalan 

rintisan pada koordinat 00010’20,88” 

S dan 114013’09,88” E terletak 

sesuai dengan peta kerja. 

- Tanda Batas Blok RKTUPHHK-HA 

tahun 2019 dengan penandanan 

batas cat warna merah /// sepanjang 

jalan rintisan batas pada koordinat 

0010’20,06” S dan 114011’33,64” E 

sesuai dengan peta kerja. 

- Tanda Batas Kebun Benih pada 

koodinat 0010’20,06” S dan 

114011’33,64” E sesuai dengan peta 

kerja. 

- Penandaan Kawasan Lindung belum 
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NO 
NOMOR, JUDUL & BOBOT 

VERIFIER 

NILAI 

KINERJA 

VERIFIER 

NILAI 

AKTUAL 

VERIFIER 

RINGKASAN JUSTIFIKASI 

dilaksanakan karena aksesibilitas, 

misalnya Hutan Prenget. 

4. 2.5.4.  

Kesesuaian Lokasi, Luas, 

Kelompok Jenis dan Volume 

Panen dengan Dokumen 

Rencana Jangka Pendek  

(D) 

6 4 - Realisasi volume tebangan total dan 

per kelompok jenis pada 

RKTUPHHK-HA Tahun 2018 tidak 

melebihi target, dengan realisasi 

sebesar 31.324,65 m3 dari rencana 

sebesar 46.630,33 m3 atau 67,18 % 

(<70%).  

- Realisasi luas tebangan pada 

periode audit sebesar 1.701 Ha dari 

rencana sebesar 2.476 Ha sesuai 

RKT atau 68,67 % yang berarti lokasi 

tidak melebihi luas yang diizinkan 

Nilai Kematangan/Bobot   Indikator (15/21) 100% = 71,43 % 

Nilai Kinerja Indikator SEDANG 

 

INDIKATOR 2.6. 

Kesehatan Finansial Perusahaan dan Tingkat Investasi dan Re-investasi yang Memadai dan Memenuhi 

Kebutuhan dalam Pengelolaan Hutan, Administrasi, Penelitian dan Pengembangan, serta Peningkatan 

Kemampuan Sumber daya Manusia 

NO 
NOMOR, JUDUL & BOBOT 

VERIFIER 

NILAI 

KINERJA 

VERIFIER 

NILAI 

AKTUAL 

VERIFIER 

RINGKASAN JUSTIFIKASI 

1. 2.6.1.  

Kondisi Kesehatan Finansial  

(CD) 

3 2 Dapat diverifikasi keberadaan Laporan Auditor 

Independen atas Laporan Keuangan PT Karya 

Delta Permai per 31 Desember 2017 yang telah 

diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Drs. Fahmi 

Rixani dengan Nomor : 09.11/Kap.FR-GA/2018 

tanggal 17 Septemebr 2018. 

Berdasarkan Laporan Keuangan per 31 

Desember 2017 tersebut dapat dianalisis 

kondisi kesehatan finansial PT Karya Delta 

Permai yaitu : 

- Likuiditas = 393,99 % (>150%) 

- Solvabilitas = 125,87 % (100-150%) 

- Rentabilitas = Positif 

- Opini = Wajar dengan Pengecualian 

2. 2.6.2.  

Realisasi Alokasi Dana Yang 

Cukup berdasarkan laporan 

penatausahaan keuangan 

yang dibuat sesuai dengan 

Pedoman Pelaporan 

Keuangan Pemanfaaran Hutan 

Produksi (yang telah diaudit 

oleh akuntan publik) 

3 3 Berdasarkan telaah terhadap dokumen 

rencana berdasarkan RKAP Tahun 2017 dan 

Realisasi Dana Pengusahaan Hutan Tahun 

2017 didapatkan angka realisasi dana Kelola 

Hutan Tahun 2017 (audited) sebesar Rp. 

44.075.051.155,- dari Rencana sebesar Rp. 

54.186.844.756,- atau 81,34 % (>80%).  
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NO 
NOMOR, JUDUL & BOBOT 

VERIFIER 

NILAI 

KINERJA 

VERIFIER 

NILAI 

AKTUAL 

VERIFIER 

RINGKASAN JUSTIFIKASI 

(CD) 

3. 2.6.3.  

Realisasi Alokasi Dana Yang 

Proporsional  

(CD) 

 

3 2 Berdasarkan telaah terhadap dokumen 

rencana berdasarkan RKAP tahun 2017 dan 

Realisasi Dana Pengusahaan Hutan Tahun 

2017 (audited) didapatkan realisasi terbesar 

pada Penelitian dan Pengembangan sebesar 

109,76% sedangkan realisasi terendah pada 

Pembangunan Sarana dan Prasarana sebesar 

70,04%. Dengan demikian diketahui bahwa 

terdapat realisasi dana kelola Hutan yang 

kurang proporsional dengan perbedaan 

sebesar 39,72 % (>20-50%). 

4. 2.6.4.  

Realisasi Pendanaan Yang 

Lancar 

(CD) 

3 3 Realisasi pendanaan untuk kegiatan teknis 

kehutanan lancar, hal ini ditunjukan dengan 

adanya realisasi pendanaan untuk kegiatan 

teknis kehutanan dengan rata-rata keterapaian 

81,34 (>80%) dari anggaran yang 

direncanakan. Selain itu, hasil wawancara 

dengan beberapa karyawan bahwa 

pembayaran gaji bulanan tidak mengalami 

masalah/ lancar. 

Dapat diverifikasi bahwa kegiatan teknis 

kehutanan misalnya PAK (Et-3) dan ITSP (ET-

2) menunjukkan bahwa kegiatan telah 

dilaksanakan sesuai tata waktunya. 

5. 2.6.5.  

Modal yang Ditanamkan 

(kembali) Ke Hutan 

(D) 

6 6 Berdasarkan telaah terhadap dokumen 

rencana berdasarkan RKAP tahun 2017 dan 

realisasi Dana Pengusahaan Hutan Tahun 

2017 (audited)  didapatkan realisasi modal 

kegiatan pembinaan hutan, perlindungan 

hutan dan penanaman tanah kosong sebesar 

101,89% (>80%). 

 

6. 2.6.6. 

Realisasi Kegiatan Fisik 

Penanaman / Pembinaan 

Hutan 

(CD) 

3 3 Berdasarkan rencana kegiatan fisik 

penanaman sesuai dengan RKTUPHHK-HA 

dan realisasi laporan/ berita acara pelaksanaan 

kegiatan penanaman, diketahui bahwa 

Realisasi pelaksanaan kegiatan Penananam/ 

Pembinaan hutan rata-rata sebesar 98,99% 

(>80%). 

Pemeriksaan lapangan secara sampling 

diketahui bahwa terdapat realisasi kegiatan 

fisik penanaman Tahun 2018 pada kanan kiri 

jalan eks blok RKT 2017 menggunakan bibit 

diantaranya jenis Mahoni, Sungkai, dan 

Meranti. 

Nilai Kematangan/Bobot   Indikator (19/21) 100% = 90,48 % 

Nilai Kinerja Indikator BAIK 
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HASIL PENILAIAN INDIKATOR KRITERIA EKOLOGI 

INDIKATOR 3.1. 

Keberadaan, Kemantapan dan Kondisi Kawasan Dilindungi pada Setiap Tipe Hutan 

 

NO 

NOMOR, JUDUL & BOBOT 

VERIFIER 

NILAI 

KINERJA 

VERIFIER 

NILAI 

AKTUAL 

VERIFIER 

RINGKASAN JUSTIFIKASI 

1. 3.1.1 

Luasan kawasan dilindungi 

(D) 

SEDANG 2 Luasan kawasan dilindungi sesuai dengan 

dokumen perencanaan Revisi RKUPHHK 

Berbasis IHMB Periode 2011-2020 tahun 

2015. Kondisi biofisik kawasan dilindungi 

banyak yang tidak sesuai karena kondisi 

KPPN petak 35 LL merupakan lokasi 

perladangan berpindah, BZHL Lampunyat 

merupakan areal penebangan liar (saat 

verifikasi sudah tidak ada penebang), KPSL 

Petak 37 LL merupakan lokasi perladangan, 

KPSL Petak 29 Z merupakan areal   

penebang liar (saat verifikasi sudah tidak 

ada penebang), sempadan Sungai Danum 

Tolung merupakan areal penambangan 

emas, Kawasan Hutan Prenget merupakan 

kebun karet. 

2. 3.1.2 

Penataan kawasan dilindungi 

(persentase yang telah ditandai, 

tanda batas dikenali) 

(D) 

SEDANG 2 PT KDP merencanakan penandaan batas 

seluruh kawasan dilindungi sepanjang 

322.661,42 m, dan telah terealisasi hingga 

Februari 2018 sepanjang 229.177,50 m 

(57,06 %). 

3. 3.1.3 

Kondisi penutupan kawasan 

dilindungi 

(D) 

BAIK 3 Hasil overlay kawasan dilindungi 

berdasarkan Revisi RKUPHHK Berbasis 

IHMB Periode 2011-2020 tahun 2015 yang 

dioverlaykan ke Peta Penutupan Lahan 

tahun 2017, kondisi kawasan dilindungi 

yang berhutan adalah 11.441.06 ha (94,46 

%) dari total luas kawasan dilindungi 

12.112,09 ha. 

4. 3.1.4 

Pengakuan para pihak terhadap 

kawasan dilindungi 

(CD) 

SEDANG 2 Dari 14 desa binaan PT KDP, baru 4 (empat) 

desa yang telah disosialisasikan tentang 

kawasan dilindungi yaitu Desa Pari, Desa 

Tumbang Ulu, Desa Olung Balo, Desa 

Manahat. 

Terkait verifier 3.1.1, tentang kondisi biofisik 

kawasan dilindungi yang tidak sesuai 

karena banyaknya kegiatan illegal oleh 

masyarakat, mengindikasikan bahwa belum 

semua pihak (dari masyarakat) yang 

mengakui keberadaan kawasan dilindungi 

yang ada di areal PT KDP. 

5. 3.1.5 

Laporan pengelolaan kawasan 

lindung hasil tata ruang 

SEDANG 2 Laporan pengelolaan kawasan dilindungi 

merujuk pada dokumen perencanaan Revisi 

RKUPHHK Berbasis IHMB periode 2011-

2020 tahun 2015, yang didalamnya telah 
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NO 

NOMOR, JUDUL & BOBOT 

VERIFIER 

NILAI 

KINERJA 

VERIFIER 

NILAI 

AKTUAL 

VERIFIER 

RINGKASAN JUSTIFIKASI 

areal/land scaping sesuai 

RKL/RPL dan/atau tata ruang 

yang ada di dalam RKU 

(D) 

direncanakan penataan ruang (landscaping) 

kawasan dilindungi yang meliputi : 1) 

sempadan sungai (1.760 ha) ; 2) KPPN (400 

ha) ; 3) KPSL (400 ha) ; 4) Kawasan Hutan 

Prenget (5.602 ha) dan BZHL (3.950 ha) 

yang penataan arealnya telah 

diimplementasikan di lapangan.  

Kegiatan pengelolaan belum dilakukan 

pada  seluruh kawasan dilindungi dan 

tersedia laporan pengelolaannya. 

Nilai Kematangan/Bobot   Indikator (20/27) x 100% = 74 % 

Nilai Kinerja Indikator Sedang 

 

INDIKATOR 3.2. 

Perlindungan dan pengamanan hutan 

NO 
NOMOR, JUDUL & BOBOT 

VERIFIER 

NILAI 

KINERJA 

VERIFIER 

NILAI 

AKTUAL 

VERIFIER 

RINGKASAN JUSTIFIKASI 

1. 3.2.1 

Ketersediaan prosedur 

perlindungan yang sesuai 

dengan jenis-jenis gangguan 

yang ada 

(D) 

SEDANG 2 Potensi gangguan hutan yang ada di areal 

PT KDP sesuai dokumen Revisi RKUPHHK 

Berbasis IHMB Periode 2011-2020 tahun 

2015 dan verifikasi lapangan adalah 

kebakaran hutan, hama penyakit, 

perambahan hutan, illegal logging, 

perburuan dan penambangan emas tanpa 

izin. 

PT KDP belum memiliki SOP pengendalian 

penambangan emas tanpa izin. Sehingga 

prosedur perlindungan hutan belum 

mencakup seluruh jenis gangguan yang 

ada. 

2. 3.2.2 

Sarana prasarana perlindungan 

gangguan hutan 

(D) 

SEDANG 2 Sarana prasarana perlindungan hutan 

tersedia, namun masih ada beberapa 

sarana yang tidak ada/rusak. Untuk sarana 

prasarana pengendalian kebakaran belum 

sesuai dengan PermenLHK Nomor: 

P.32/MenLHK/Setjen/Kum.1/3/2016 (Bab IV, 

Bagian Kedua, Paragraf 2, Pasal 52 – Pasal 

60) 

3. 3.2.3 

SDM perlindungan hutan 

(D) 

SEDANG 2 SDM Perlindungan yang tersedia adalah 

Regu Pemadam kebakaran (RPK) dan 

Satpam IUPHHK/Security. Satpam IUPHHK 

belum seluruhnya memiliki kualifikasi karena 

belum mengikuti Diklat. Anggota regu inti 

Dalkarhutla belum seluruhnya memiliki 

kompetensi karena belum mengikuti Diklat 

teknik Dalkarhutla sebagaimana tercantum 

dalam PermenLHK Nomor: 

P.32/MenLHK/Setjen/Kum.1/3/2016 Pasal 35 
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NO 
NOMOR, JUDUL & BOBOT 

VERIFIER 

NILAI 

KINERJA 

VERIFIER 

NILAI 

AKTUAL 

VERIFIER 

RINGKASAN JUSTIFIKASI 

ayat (3). PT KDP belum memiliki MoU 

dengan keenam desa binaannya sebagai 

MPA yang masuk dalam Ring 1 yaitu Desa 

Saruhung, Desa Kolam, Desa Osom 

Tompok, Desa Olung Balo, Desa Mantiat 

Pari dan Desa Tumbang Ulu, sebagaimana 

tercantum dalam PermenLHK Nomor: 

P.32/MenLHK/Setjen/Kum.1/3/2016 pada 

Paragraf 3, Pasal 40. 

4. 3.2.4 

Implementasi perlindungan 

gangguan hutan (preemptif/ 

preventif/ represif) 

(D) 

SEDANG 2 Kegiatan perlindungan hutan belum 

terimplementasi secara menyeluruh, yaitu 

pada kegiatan preemptif untuk gangguan 

kebakaran hutan, perambahan hutan, illegal 

logging, perburuan, penambangan emas. 

Kegiatan represif pada gangguan 

perambahan hutan, illegal logging, 

perburuan, penambangan emas juga belum 

dilakukan. 

Nilai Kematangan/Bobot   Indikator (16/24) x 100% = 67 % 

Nilai Kinerja Indikator SEDANG 

 

INDIKATOR 3.3. 

Pengelolaan dan Pemantauan Dampak Terhadap Tanah dan Air Akibat Pemanfaatan Hutan 

NO 
NOMOR, JUDUL & BOBOT 

VERIFIER 

NILAI 

KINERJA 

VERIFIER 

NILAI 

AKTUAL 

VERIFIER 

RINGKASAN JUSTIFIKASI 

1. 3.3.1 

Ketersediaan prosedur 

pengelolaan dan pemantauan 

dampak terhadap tanah & air 

(D) 

BAIK 3 Prosedur pengelolaan telah mencakup 

seluruh dampak terhadap tanah dan air 

seperti pengelolaan sampah di camp 

(termasuk limbah B3), erosi dan 

sedimentasi, persemaian/pengadaan bibit, 

pengadaan bibit dari stek, 

penanaman/pengayaan, pemeliharaan 

tanaman pengayaan/rehabilitasi, debit air 

sungai, konservasi tanah dan air pada tebing 

sungai, curah hujan, konservasi tanah dan 

air di areal penebangan, konservasi tanah 

dan air vegetatif. 

 

2. 3.3.2 

Sarana pengelolaan dan 

pemantauan dampak terhadap 

tanah dan air 

(D) 

SEDANG 2 Sarana pengelolaan dan pemantauan 

dampak terhadap tanah dan air, sebagian 

sesuai dengan dokumen perencanaan 

seperti RKL tahun 1999 dan RPL tahun 1999. 

Beberapa sarana secara teknik sipil ada 

tidak berfungsi dengan baik seperti TPA 

sampah organik dan anorganik, rumah 

genset, workshop bengkel, bangunan 

penyimpanan BBM, TPS limbah B3. Secara 

teknik sipil yang belum ada adalah teras 
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NO 
NOMOR, JUDUL & BOBOT 

VERIFIER 

NILAI 

KINERJA 

VERIFIER 

NILAI 

AKTUAL 

VERIFIER 

RINGKASAN JUSTIFIKASI 

siring untuk areal tebing curam yang rawan 

longsor dan MoU dengan pihak ke-3 untuk 

proses pengangkutan limbah B3. 

Secara teknik vegetative, telah dilakukan 

penanaman pada areal tanah kosong, kiri 

kanan jalan, bekas TPn, bekas jalan sarad 

dan penyediaan persemaian. 

 

3. 3.3.3 

SDM pengelolaan dan 

pemantauan dampak terhadap 

tanah dan air 

(D) 

 

SEDANG 2 Tersedia SDM pengelolaan dan pemantauan 

dampak terhadap tanah dan air dengan 

tersedianya GANISPHPL-BINHUT sebanyak 

5 (lima) orang dan sesuai dengan Perdirjen 

PHPL Nomor: P.16/PHPL-IPHH/2015, namun 

2 (dua) orang diantaranya, masa berlakunya 

telah habis sebagai GANISPHPL-BINHUT 

(a.n. Sunarti dan Kamandri) 

 

4. 3.3.4 

Rencana dan implementasi 

pengelolaan dampak terhadap 

tanah dan air (teknis sipil dan 

vegetatif) 

(D) 

SEDANG 2 Kegiatan pengelolaan dampak terhadap 

tanah dan air secara teknik sipil dan teknik 

vegetatif baru sebagian ada dalam dokumen 

perencanaan seperti RKL tahun 1999. 

Kegiatan pengelolaan secara teknik sipil 

belum seluruhnya tepat seperti TPS limbah 

B3, tempat sampah organik dan anorganik, 

TPA sampah organic dan anorganik, rumah 

genset, bangunan penyimpanan BBM, 

workshop bengkel. Pengelolaan teknnik sipil 

yang belum dilakukan adalah teras siring 

pada tebing jalan yang curan yang rawan 

longsor.  

Kegiatan pengelolaan secara teknik vegetatif 

telah dilakukan seluruhnya yaitu persemaian, 

penanaman di areal tanah kosong, 

penanaman di bekas jalan sarad, 

penanaman di bekas TPn. 

 

5. 3.3.5 

Rencana dan implementasi 

pemantauan dampak terhadap 

tanah dan air 

(D) 

SEDANG 2 Rencana pemantauan dampak terhadap 

tanah dan air secara teknik sipil dan 

teknik vegetatif sebagian tercantum 

dalam dokumen perencanaan seperti 

RPL tahun 1999. 

Kegiatan pemantauan secara teknik sipil 

yang belum dilakukan adalah 

sedimentasi sungai, kualitas air sungai, 

sifat fisik-kimia tanah. 

Kegiatan pemantauan secara teknik 

vegetatif yang belum dilakukan adalah 

pemantauan/pemeliharaan penanaman 

di areal tanah kosong, bekas TPn, bekas 

jalan sarad. 
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NO 
NOMOR, JUDUL & BOBOT 

VERIFIER 

NILAI 

KINERJA 

VERIFIER 

NILAI 

AKTUAL 

VERIFIER 

RINGKASAN JUSTIFIKASI 

6. 3.3.6 

Dampak terhadap tanah dan air 

(D) 

SEDANG 2 Belum dilakukan uji secara laboratorium 

untuk kualitas air sungai dan sifat fisik-kimia 

tanah sehingga belum diketahui kualitas dan 

dampaknya. 

Longsor pada bagian tebing-tebing yang 

curam dipinggir jalan utama masih terjadi. 

Nilai Kematangan/Bobot   Indikator (26/36) x 100% =  72 % 

Nilai Kinerja Indikator SEDANG 

 

 

INDIKATOR 3.4. 

Identifikasi Spesies Flora dan Fauna yang Dilindungi dan/atau Langka (endangered), Jarang (rare), 

Terancam Punah (threatened) dan Endemik 

NO 
NOMOR, JUDUL & BOBOT 

VERIFIER 

NILAI 

KINERJA 

VERIFIER 

NILAI 

AKTUAL 

VERIFIER 

RINGKASAN JUSTIFIKASI 

1. 3.4.1 

Ketersediaan prosedur 

identifikasi flora dan fauna yang 

dilindungi dan/atau langka, 

jarang, terancam punah dan 

endemik mengacu pada 

perundangan/ peraturan yang 

berlaku 

(D) 

SEDANG 2 SOP identifikasi flora dan fauna belum 

menggunakan acuan/standar yang terbaru 

yaitu P.106/2018. 

2. 3.4.2 

Implementasi kegiatan 

identifikasi 

(D) 

SEDANG 2 Kegiatan identifikasi flora belum dilakukan 

pada seluruh areal kawasan dilindungi dan 

pada areal efektif produksi (areal blok 

tebang). 

Identifikasi flora yang telah dilakukan belum 

sesuai dengan SOP Identifikasi 

Flora/Tumbuhan SOP/33/BINHUT-IF/2018, 

Revisi ke : 3, yng di dalam SOP tercantum 

pengambilan data untuk melihat Kerapatan 

Relatif (KR), Frekuensi Relatif (FR), 

Dominansi Relatif (DR), Indeks Nilai Penting 

(INP) dan Indeks Keanekaragaman Jenis. 

Hasil identifikasi hanya sebatas jenis-jenis 

yang ditemukan. Kegiatan identifikasi fauna 

belum dilakukan. 

Nilai Kematangan/Bobot   Indikator (8/12) x 100% = 67 % 

Nilai Kinerja Indikator SEDANG 
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INDIKATOR 3.5. 

Pengelolaan Flora untuk : 

a. Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian 

yang tidak rusak 

b. Perlindungan terhadap species flora dilindungi dan/atau jarang, langka 

dan terancam punah dan endemik 

    

NO 

NOMOR, JUDUL & BOBOT 

VERIFIER 

NILAI 

KINERJA 

VERIFIER 

NILAI 

AKTUAL 

VERIFIER 

RINGKASAN JUSTIFIKASI 

1. 3.5.1 

Ketersedian prosedur pengelo-

laan flora yang dilindungi 

mengacu pada peraturan 

perundangan yang berlaku 

(D) 

SEDANG 2 SOP pengelolaan flora masih bersifat 

umum, belum secara spesifik/berbasis 

jenis flora dilindungi berdasarkan hasil 

identifikasi flora sebelumnya. Acuan yang 

menjadi standar dalam penyusunan SOP 

ini belum sesuai/belum update dengan 

PermenLHK Nomor P106 Tahun 2018 

2. 3.5.2 

Implementasi kegiatan 

pengelolaan flora sesuai dengan 

yang direncanakan 

(D) 

SEDANG 2 Kegiatan pengelolaan flora, belum 

dilakukan secara spesifik terhadap suatu 

flora dilindungi berdasarkan hasil 

identifikasi sebelumnya, seperti 

pemberian tanda/label pada jenis pohon 

dilindungi terutama di areal efektif 

produksi (termasuk di pinggir jalan 

utama). 

3. 3.5.3 

Kondisi spesies flora dilindungi 

dan/atau jarang, langka dan 

terancam punah dan endemik 

(D) 

SEDANG 2 Kegiatan illegal yang dilakukan 

masyarakat di areal kerja PT KDP seperti 

perambahan (perladangan, 

penambangan emas), illegal logging, 

mengindikasikan terganggunya 

keberadaan flora dilindungi yang ada di 

areal PT KDP. Kegiatan pembukaan lahan 

untuk perladangan oleh masyarakat 

dilakukan dengan proses membakar. Hal 

ini juga dapat mengindikasikan 

rusaknya/hilangnya flora-flora dilindungi. 

Nilai Kematangan/Bobot   Indikator (12/18) x 100% = 67 % 

Nilai Kinerja Indikator SEDANG 
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INDIKATOR 3.6. 

Pengelolaan Fauna untuk : 

a. Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang 

tidak rusak 

b. Perlindungan terhadap species fauna dilindungi dan/atau jarang, langka dan 

terancam punah dan endemik 

NO 
NOMOR, JUDUL & BOBOT 

VERIFIER 

NILAI 

KINERJA 

VERIFIER 

NILAI 

AKTUAL 

VERIFIER 

RINGKASAN JUSTIFIKASI 

1. 3.6.1 

Ketersedian prosedur 

pengelolaan fauna yang 

dilindungi mengacu pada 

peraturan perundangan yang 

berlaku, dan tercakup kegiatan 

perencanaan, pelaksana, 

kegiatan, dan pemantauan) 

(D) 

SEDANG 2 SOP pengelolaan fauna masih bersifat 

umum, belum secara spesifik/berbasis 

jenis fauna dilindungi berdasarkan hasil 

identifikasi fauna sebelumnya. Acuan 

yang menjadi standar dalam penyusunan 

SOP ini belum sesuai/belum update 

dengan PermenLHK Nomor P106 Tahun 

2018. 

2. 3.6.2 

Realisasi pelaksanaan kegiatan 

pengelolaan fauna sesuai 

dengan yang direncanakan 

(D) 

SEDANG 2 Kegiatan pengelolaan fauna telah 

dilakukan pada seluruh jenis dilindungi, 

namun belum maksimal karena hanya 

sebatas pemasangan papan nama. 

Papan nama yang telah dipasang, banyak 

yang rusak khususnya pada gambar 

Trenggiling.      PT KDP kurang 

memonitoring terhadap keberadaan 

papan-papan nama satwa ini, terlebih 

pada lokasi yang jauh dari basecamp. 

3. 3.6.3 

Kondisi species fauna dilindungi 

dan/atau jarang, langka dan 

terancam punah dan endemik 

(D) 

SEDANG 2 Kondisi satwa dilindungi (Trenggiling, 

Rangkong, Rusa, Kijang, Burung) masih 

memiliki potensi gangguan perburuan 

oleh masyarakat. 

Nilai Kematangan/Bobot   Indikator 
(12/18) x 100% = 67 % 

Nilai Kinerja Indikator 
SEDANG 
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HASIL PENILAIAN INDIKATOR KRITERIA SOSIAL 

INDIKATOR 4.1. 

Kejelasan deliniasi kawasan operasional perusahaan/pemegang izin dengan kawasan masyarakat 

hukum adat dan atau masyarakat setempat. 

NO 
NOMOR, JUDUL & BOBOT 

VERIFIER 

NILAI 

KINERJA 

VERIFIER 

NILAI 

AKTUAL 

VERIFIER 

RINGKASAN JUSTIFIKASI 

1. 4.1.1. 

Ketersediaan dokumen/ 

laporan mengenai pola 

penguasaan dan pemanfaatan 

SDA/SDH setempat, identifikasi 

hak-hak dasar masyarakat 

hukum adat dan/atau 

masyarakat setempat, dan 

rencana pemanfaatan SDH 

oleh pemegang izin 

(D) 

6 4 PT Karya Delta Permai telah memiliki 

dokumen mengenai pola penguasaan dan 

pemanfaatan SDH setempat, identifikasi hak-

hak dasar masyarakat setempat dan 

Rencana Pemanfaatan SDH yang terdapat 

dalam Peta Penyebaran Desa Tahun 2019,  

Berita Acara Pelaksanaan Kegiatan 

Inventarisasi HHBK pada Bulan Oktober 2016 

di bekas areal RKT 2013, 2014 dan 2015, 

Laporan identifikasi perladangan oleh 

masyarakat oleh PT Karya Delta Permai pada 

tahun 2012, 2015, 2016, dan 2018,  Dokumen 

Rencana Kerja UPHHK-HA pada Hutan 

Produksi Berbasis IHMB PT Karya Delta 

Permai dan Revisi Terakhir Periode Tahun 

2011-2020, RKTUPHHK-HA Tahun 2018 & 

2019, dan Rencana Operasional Pelaksanaan 

Kelola Sosial/PMDH  PT Karya Delta Permai 

Tahun 2018 dan 2019, tetapi tidak lengkap 

dan tidak jelas 

2. 4.1.2. 

Tersedia mekanisme 

pembuatan batas / rekon-

struksi batas kawasan secara 

partisipatif dan penyelesaian 

konflik batas kawasan 

(CD) 

3 3 PT Karya Delta Permai  memiliki mekanisme 

penataan batas/rekonstruksi batas kawasan 

secara partisipatif dan konflik batas kawasan 

yang disepakati para pihak yaitu berupa : 

Prosedur Delineasi Batas Kawasan dengan 

Kawasan Komunitas Setempat; Prosedur 

Mekanisme Penyelesaian dengan 

Masyarakat; dan Prosedur Penanganan 

Klaim dan Keluhan 

3. 4.1.3. 

Tersedia mekanisme 

pengakuan hak-hak dasar 

masyarakat hukum adat dan 

masyarakat setempat dalam 

perencanaan pemanfaatan 

SDH 

(D) 

6 4 Terdapat dokumen mekanisme pengakuan 

hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan 

masyarakat setempat dalam perencanaan 

pemanfaatan SDH berupa Prosedur 

Pembinaan Masyarakat Desa Hutan (PMDH), 

Prosedur Mekanisme Pembuatan Perjanjian 

dengan Masyarakat Hukum Adat, Prosedur 

Upacara Adat Ketuk Pintu, dan Prosedur 

Meningkatkan Akses Masyarakat terhadap 

Hutan tetapi belum lengkap dan jelas, yaitu 

belum terdapat mekanisme yang mengatur 

khusus tentang identifikasi hak-hak dasar 

masyarakat 
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NO 
NOMOR, JUDUL & BOBOT 

VERIFIER 

NILAI 

KINERJA 

VERIFIER 

NILAI 

AKTUAL 

VERIFIER 

RINGKASAN JUSTIFIKASI 

4. 4.1.4. 

Terdapat batas yang 

memisahkan secara tegas 

antara kawasan/areal kerja unit 

manajemen dengan kawasan 

kehidupan masyarakat 

(CD) 

3 2 Terdapat sebagian bukti terkait luas dan 

batas kawasan pemegang izin dengan 

sebagian kawasan kehidupan masyarakat 

yaitu berupa dokumen Berita Acara 

pengakuan Batas Luar Areal konsesi yang 

bersinggungan dengan Desa Mantiat; Berita 

Acara Pengakuan Batas Dalam Areal Konsesi 

yang bersinggungan dengan Desa Osom 

Tompok; Berita Acara Pelaksanaan 

Penandaan Batas Partisipatif areal konsesi 

dengan pemukiman masyarakat Desa Osom 

Tompok; Berita Acara Pelaksanaan 

Penandaan Batas Lahan/Ladang Kelompok 

Tani Lungkuh Kunjai Desa Osom Tompok 

didalam areal kerja; pemeriksaan dan 

penandaan lokasi Tanah Pukahan di Blok 

RKT 2015 supaya tidak di ganggu;. 

Penandaan batas belum dilakukan dengan 

seluruh kawasan kehidupan masyarakat yaitu 

terhadap pemukiman dan kegiatan 

perladangan masyarakat (diantaranya Desa 

Kolam, Desa Saruhung, Desa Osom 

Tombok, Mantiat Pari, dan Desa Olung Balo) 

yang berada di dalam areal; pondok-

pondok/rumah di samping ladang pada 

koridor jalan logging dan pembangunan 

fasilitas umum didalam areal; kegiatan 

penambangan emas oleh masyarakat di 

dalam areal konsesi, serta batas wilayah 

administrasi antar desa di dalam areal kerja. 

5. 4.1.5. 

Terdapat persetujuan para 

pihak atas luas dan batas areal 

kerja IUPHHK/KPH 

(CD) 

3 2 Terdapat persetujuan atas keberadaan, luas 

dan batas areal IUPHHK-HA PT. Karya Delta 

Permai dari pemerintah baik pusat maupun 

daerah dan  perusahaan lain yang 

berbatasan areal kerjanya serta pernyataan 

dukungan dari sebagian masyarakat yaitu 

Desa Olong Balo. Terdapat konflik dan 

potensi konflik di areal kerjanya yaitu terkait 

pemasangan jerat untuk berburu dan 

kompensasi tanam tumbuh, namun ada 

upaya perusahaan dalam menyelesaikan 

konflik yang terjadi dan telah diselesaikan 

dengan membuat kesepakatan dengan 

masyarakat. Sedangkan kegiatan 

perladangan (dengan jenis tanaman padi, 

karet, dan buah-buahan), penggesekan 

kayu/penebangan liar dan penambangan 

emas oleh masyarakat masih ada di dalam 

areal konsesi 
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NO 
NOMOR, JUDUL & BOBOT 

VERIFIER 

NILAI 

KINERJA 

VERIFIER 

NILAI 

AKTUAL 

VERIFIER 

RINGKASAN JUSTIFIKASI 

Nilai Kematangan/Bobot   Indikator (15 / 21) x 100 % = 71,43 % 

Nilai Kinerja Indikator Sedang (2) 

 

INDIKATOR 4.2. 

Implementasi tanggung jawab sosial perusahaan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku 

No. 
NOMOR, JUDUL & BOBOT 

VERIFIER 

NILAI 

KINERJA 

VERIFIER 

NILAI 

AKTUAL 

VERIFIER 

RINGKASAN JUSTIFIKASI 

1. 4.2.1. 

Ketersedian dokumen yang 

menyangkut tanggung jawab 

sosial pemegang izin sesuai  

dengan peraturan perun-

dangan yang relevan/berlaku 

(D) 

6 6 Terdapat dokumen yang menyangkut 

tanggung jawab sosial yang lengkap yang 

terdapat dalam dokumen SK IUPHHK-HA, 

RKUPHHK-HA dan Revisinya Periode Tahun 

2011-2020, RKTUPHHK Tahun 2018 dan 

2019, dan Rencana Operasional Pelaksanaan 

Kelola Sosial/PMDH  UPHHK-HA PT Karya 

Delta Permai Tahun  2018 dan 2019 serta 

Peraturan Daerah dan Kesepakatan dengan 

masyarakat 

2. 4.2.2. 

Ketersediaan  mekanisme 

pemenuhan kewajiban sosial 

pemegang izin terhadap 

masyarakat 

(D) 

6 6 Terdapat dokumen mekanisme pemenuhan 

kewajiban sosial pemegang izin terhadap 

masyarakat yang jelas, lengkap dan legal  

yaitu Pembinaan Masyarakat Desa Hutan 

(PMDH); Prosedur Mekanisme Pembuatan 

Perjanjian dengan Masyarakat Hukum Adat , 

Prosedur Meningkatkan Akses Masyarakat 

terhadap Hutan; Prosedur Mekanisme 

Distribusi Insentif kepada Para Pihak; 

Prosedur Mekanisme Pembayaran Ganti 

Rugi dan Sewa Menyewa; dan Prosedur 

Mekanisme Pembangunan Sarana dan 

Prasarana Masyarakat 

3. 4.2.3. 

Kegiatan sosialisasi kepada 

masyarakat mengenai hak dan 

kewajiban pemegang izin 

terhadap masyarakat dalam 

mengelola SDH 

(D) 

6 4 PT Karya Delta Permai memiliki sebagian 

bukti terkait pelaksanaan kegiatan sosialisasi 

mengenai hak dan kewajiban perusahaan 

terhadap sebagian masyarakat dalam 

mengelola SDH yang tertuang dalam Berita 

Acara Pelaksanaan Kegiatan Sosialisasi 

PMDH Kegiatan RKT 2018 dan Kegiatan 

Sosialisasi URKT 2019 & PMDH, serta 

kesepakatn-kesepakatan dengan masyarakat 

4. 4.2.4. 

Realisasi pemenuhan tanggung 

jawab sosial terhadap 

masyarakat /implementasi hak-

hak dasar masyarakat hukum 

adat dan masyarakat setempat 

6 6 Terdapat realisasi pemenuhan tanggung 

jawab sosial/implementasi hak-hak dasar 

masyarakat tahun 2018 sebesar 100,03 % 

dari rencana kelola sosial yang telah disusun 

yaitu realisasi di bidang peningkatan 

ekonomi, bidang pengembangan sarana & 
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No. 
NOMOR, JUDUL & BOBOT 

VERIFIER 

NILAI 

KINERJA 

VERIFIER 

NILAI 

AKTUAL 

VERIFIER 

RINGKASAN JUSTIFIKASI 

dalam pengelolaan SDH 

(D) 

prasarana, dan bidang sosial budaya 

5. 4.2.5. 

Ketersediaan laporan/dokumen 

terkait pelaksanaan tanggung 

jawab sosial pemegang izin 

termasuk ganti rugi 

(D) 

6 4 Terdapat laporan/dokumen terkait 

pelaksanaan tanggungjawab sosial yaitu 

pada dokumen RKTUPHHK 2018 dan 2019 , 

Laporan Bulanan Kelola Sosial PT Karya 

Delta Permai Tahun 2018, Laporan Kelola 

Sosial PT Karya Delta Permai Tahun 2018, 

serta bukti-bukti realisasi (berita acara, 

kwitansi, dokumentasi dll) namun tidak 

lengkap dan tidak semua realisasi program 

kelola sosial dalam laporan sesuai dengan 

bukti realisasi yang ada 

Nilai Kematangan/Bobot   Indikator (26 / 30)  x 100 % = 86,67 % 

Nilai Kinerja Indikator Baik (3) 

 

INDIKATOR 4.3. 

Ketersediaan mekanisme dan implementasi distribusi manfaat yang adil antar para pihak 

No. 
NOMOR, JUDUL & BOBOT 

VERIFIER 

NILAI 

KINERJA 

VERIFIER 

NILAI 

AKTUAL 

VERIFIER 

RINGKASAN JUSTIFIKASI 

1. 4.3.1. 

Ketersediaan data dan 

informasi masyarakat hukum 

adat dan/atau masyarakat 

setempat yang terlibat, 

tergantung, terpengaruh oleh 

aktivitas pengelolaan SDH 

(D) 

6 4 PT. Karya Delta Permai memiliki data dan 

informasi masyarakat hukum 

adat/masyarakat setempat yang terlibat, 

tergantung, terpengaruh oleh aktivitas 

pengelolaan SDH tetapi baru tersedia 

sebagian dan tidak lengkap yaitu meliputi 

tenaga kerja lokal; data masyarakat yang 

bekerjasama dalam sewa lahan & Tarik rakit; 

sebagian data pemanfaatan HHBK dan 

perladangan oleh masyarakat dalam areal 

kerja; sebaran desa-desa didalam dan di 

sekitar areal kerja. Sedangkan Data dan 

informasi masyarakat yang terpengaruh yaitu 

kondisi sosial ekonomi dan budaya desa-

desa di dalam/sekitar areal, data para 

penambang emas dan keberadaan tempat-

tempat penting di dalam areal belum 

tersedia 

2. 4.3.2. 

Ketersediaan mekanisme 

peningkatan peran serta dan 

aktivitas ekonomi masyarakat 

hukum adat dan/atau 

masyarakat setempat 

(D) 

6 6 PT Karya Delta Permai memiliki mekanisme 

peningkatan peran serta dan aktivitas 

ekonomi masyarakat hukum adat dan/atau 

masyarakat setempat yang legal, lengkap 

dan jelas yaitu : Pembinaan Masyarakat desa 

Hutan (PMDH); Prosedur Mekanisme 

Distribusi Manfaat; Prosedur Mekanisme 
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No. 
NOMOR, JUDUL & BOBOT 

VERIFIER 

NILAI 

KINERJA 

VERIFIER 

NILAI 

AKTUAL 

VERIFIER 

RINGKASAN JUSTIFIKASI 

Distribusi Insentif kepada Para Pihak; 

Prosedur Mekanisme Pembayaran Ganti 

Rugi dan Sewa Menyewa; Prosedur 

Mekanisme Pembangunan Sarana dan 

Prasarana Masyarakat; dan Prosedur 

Mekanisme Pembuatan Perjanjian dengan 

Masyarakat Hukum Adat 

3. 4.3.3. 

Keberadaan dokumen rencana 

pemegang izin mengenai 

kegiatan peningkatan peran 

serta dan aktivitas ekonomi 

masyarakat 

(CD) 

3 3 PT Karya Delta Permai telah merencanakan 

kegiatan kelola sosial yang berkaitan dengan 

peningkatan peran serta dan aktivitas 

ekonomi masyarakat sekitar areal dengan 

lengkap yang tertuang dalam dokumen 

RKUPHHK-HA pada Hutan Produksi berbasis 

Inventarisasi Hutan Menyeluruh Berkala 

(IHMB) PT Karya Delta Permai dan Revisinya 

Periode Tahun 2011-2020, RKTUPHHK 

Tahun 2018 dan 2019, , Rencana 

Operasional Pelaksanaan Kelola 

Sosial/PMDH  UPHHK-HA PT Karya Delta 

Permai Tahun  2018, Perda , dan 

kesepakatan-kesepakatan dengan 

masyarakat 

4. 4.3.4. 

Implementasi kegiatan 

peningkatan peran serta dan 

aktivitas ekonomi masyarakat 

hukum adat dan atau 

masyarakat setempat oleh 

pemegang izin yang tepat 

sasaran 

(D) 

6 6 PT Karya Delta Permai telah merealisasikan 

kegiatan yang terkait dengan peningkatan 

peran serta dan aktivitas ekonomi 

masyarakat sebesar 69,14 % melalui realisasi 

kegiatan kelola sosial/PMDH berupa : 

peningkatan ekonomi dan pengembangan 

sarana dan prasarana; kemitraan dengan 

kontraktor lokal; nilai perputaran ekonomi 

dan penyerapan tenaga kerja lokal 

5. 4.3.5. 

Keberadaan dokumen/laporan 

mengenai pelaksanaan 

distribusi manfaat kepada para 

pihak 

(D) 

6 6 PT Karya Delta Permai memiliki 

dokumen/laporan yang lengkap terkait 

pelaksanaan distribusi manfaat kepada para 

pihak yaitu kepada masyarakat berupa 

realisasi Kegiatan Kelola Sosial/PMDH, 

peningkatan omzet usaha masyarakat sekitar 

(sulpai sayuran/lauk pauk), Kerjasama 

kontraktor Penarikan Rakit  dan perekrutan 

tenaga kerja lokal, kepada karyawan berupa 

jaminan kesejahteraan (Gaji/upah, BPJS 

Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan/ 

Jamsostek); dan kepada pemerintah berupa 

pembayaran IIUPHHK, DR, PSDH, 

Jamsostek/BPJS Ketenagakerjaan, BPJS 

Kesehatan, dan PBB 

Nilai Kematangan/Bobot   Indikator (25 / 27)  x 100 % = 92,59 % 

Nilai Kinerja Indikator Baik (3) 
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INDIKATOR 4.4. 

Keberadaan mekanisme resolusi konflik yang handal 

No. 
NOMOR, JUDUL & BOBOT 

VERIFIER 

NILAI 

KINERJA 

VERIFIER 

NILAI 

AKTUAL 

VERIFIER 

RINGKASAN JUSTIFIKASI 

1. 4.4.1. 

Tersedianya mekanisme 

resolusi konflik 

(D) 

6 6 PT Karya Delta Permai telah memiliki 

mekanisme resolusi konflik yang legal, 

lengkap dan jelas yaitu berupa Prosedur  

Mekanisme Penyelesaian dengan 

Masyarakat dan Prosedur Penanganan Klaim 

dan Keluhan 

2. 4.4.2. 

Tersedia peta konflik 

(D) 

6 4 PT Karya Delta Permai memiliki dokumen 

terkait peta konflik yaitu berupa Peta Rawan 

Konflik IUPHHK-HA PT Karya Delta Permai 

Skala 1 : 250.000 Tahun 2019 dan Laporan 

Hasil Patroli Pengamanan dan Perlindungan 

Hutan PT Karya Delta Permai tahun 2019, 

serta upaya penyelesaian konflik tahun 2018 

namun belum lengkap dan belum 

sepenuhnya mengacu kepada ketentuan 

Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan 

Hutan Produksi Lestari Nomor 

P.5/PHPL/UHP/PHPL.1/2/2016 tanggal 25 

Pebruari 2016 tentang Pedoman Pemetaan 

Potensi dan Resolusi Konflik pada Pemegang 

IUPHHK Dalam Hutan Produksi serta belum 

ada penyampaian laporan hasil pemetaan 

potensi dan resolusi konflik kepada instansi 

yang berwenang 

3. 4.4.3. 

Adanya kelembagaan resolusi 

konflik yang didukung oleh 

para pihak 

(D) 

6 4 PT Karya Delta Permai memiliki struktur 

organisasi yang menangani konflik dengan 

pembentukan Struktur Panitia Inti Resolusi 

Konflik di Lingkup Managemen IUPHHK-HA 

PT. Karya Delta Permai yang melibatkan para 

pihak yang merupakan Susunan Pelindung 

dan Penasehat Resolusi Konflik dari Tripika, 

Pemerintahan Desa, dan Lembaga Adat 

dengan total  SDM yang terlibat berjumlah 29 

orang, namun tidak tersedia Job Discription 

untuk masing-masing petugas/jabatan. 

Sedangkan pendanaan resolusi konflik 

direncanakan di dalam Rencana Operasional 

Pelaksanaan Kelola Sosial/PMDH tahun 2018 

dan 2019 

4. 4.4.4. 

Ketersediaan dokumen proses 

penyelesaian konflik yang 

pernah terjadi 

(D) 

6 6 PT Karya Delta Permai memiliki 

laporan/dokumen terkait penanganan konflik 

yang terdokumentasi dengan lengkap dan 

jelas 

Nilai Kematangan/Bobot   Indikator (20 / 24)  x 100 % = 83,33 % 

Nilai Kinerja Indikator Baik (3) 
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INDIKATOR 4.5. 

Perlindungan, pengembangan dan peningkatan kesejahteraan tenaga kerja 

No. 
NOMOR, JUDUL & BOBOT 

VERIFIER 

NILAI 

KINERJA 

VERIFIER 

NILAI 

AKTUAL 

VERIFIER 

RINGKASAN JUSTIFIKASI 

1. 4.5.1. 

Adanya hubungan industrial 

(D) 

6 4 PT Karya Delta Permai telah telah 

mengimplementasikan sebagian hubungan 

industrialnya dengan karyawan yaitu 

meliputi keberadaan :  Peraturan 

Perusahaan; Surat Pernyataan  Manajemen 

yang memberikan kebebasan kepada 

karyawan untuk berserikat dan berkumpul 

membentuk organisasi pekerja/serikat 

pekerja; Organisasi Pengusaha (APHI); dan 

sebagian Peraturan perundang-undangan 

ketenagakerjaan, sedangkan Lembaga 

Kerjasama Bipartit dan Lembaga 

Penyelesaian Perselisihan Hubungan 

Industrial belum terbentuk 

2. 4.5.2. 

Adanya rencana dan realisasi 

pengembangan kompetensi 

tenaga kerja 

(D) 

6 4 PT Karya Delta Permai telah telah berupaya 

untuk meningkatkan kompetensi SDM-nya 

secara bertahap, dengan tingkat pencapaian 

pelaksanaan DIKLAT baik Inhouse Training 

maupun Eksternal Training sebesar 79,31% 

(23 orang dari 29 orang yang direncanakan) 

3. 4.5.3. 

Dokumen standar jenjang karir 

dan implementasinya 

(D) 

 

6 4 Terdapat dokumen terkait standar jenjang 

karir yang terdapat dalam Peraturan 

Perusahaan tetapi belum diatur lebih lanjut 

dalam suatu mekanisme/prosedur serta 

baru sebagian diimplementasikan 

4. 4.5.4. 

Adanya dokumen tunjangan 

kesejahteraan karyawan dan 

implementasinya. 

(D) 

6 6 Terdapat dokumen terkait tujangan 

kesejahteraan karyawan yaitu berupa 

Peraturan Perusahaan dan peraturan 

daerah terkait upah minimum terbaru yang 

telah diimplementasikan seluruhnya 

Nilai Kematangan/Bobot   Indikator (18 / 24)  x 100 % = 75,00 % 

Nilai Kinerja Indikator Sedang (2) 

 

PRINSIP 1 : Kepastian areal IUPHHK-HA, IUPHHK-HTI, IUPHHK-RE, dan Hak Pengelolaan 

Indikator 1.1.1 : Pemegang izin mampu menunjukkan keabsahan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan 

Kayu (IUPHHK) dan izin lain yang berada dalam kawasan hutan yang dikelola IUPHHK 

 

NO NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI 

1. 1.1.1.a. 

Dokumen legal terkait perizinan usaha 

(SKIUPHHK) 

M Verifikasi terhadap keberadaan dokumen legal 

terkait perizinan usaha (SK-IUPPHK) yaitu sebagai 

berikut: 
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NO NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI 

1. SK. IUPHHK-HA dari Menteri Kehutanan 

Republik Indonesia No.429/Menhut-II/2004 

tanggal 19 Oktober 2004 seluas ± 79.400 Ha 

di Kabupaten Murung Raya, Provinsi 

Kalimantan Tengah. SK ditanda tangani oleh 

Menteri Kehutanan Muhammad Prakosa 

pada tanggal 19 Oktober 2004, dengan 

salinannya yang ditanda tangani oleh Kepala 

Biro Hukum dan Organisasi Sekretariat 

Jenderal Departemen Kehutanan Ir. Suyono 

NIP. 080035380 

2. Peta Lampiran SK IUPHHK-HA Luas ± 

79.400 Ha Skala 1 : 100.000 dan Status areal 

berada pada kawasan hutan  

3. Selain itu terdapat dokumen legal yang 

berkaitan dengan administrasi pendirian PT 

Karya Delta Permai sebagai berikut :  

a) Akte pendirian dari Notaris Ny. Machrani 

Moertolo S, SH Nomor 34 tanggal 16 

Januari 1997; 

b) Akte perubahan dari Notaris Chandra 

Lim, S.H., LL.M Nomor 24 tanggal 11 

Oktober 2017. Daftar Perseroan di 

Kemenkumham Nomor AHU-

0128751.AH.01.11.TAHUN 2017 tanggal 

13 Oktober 2017; 

c) SIUP Nomor: 154/24.IPK.7/31.74.07/-

1.824.27/e/2017 dengan bidang usaha 

4620 perdagangan besar hasil pertanian, 

hasil kehutanan (kayu olahan) dan 

hewan hidup; 

d) TDP Nomor 09.03.1.46.76410; 

e) NPWP nomor: 1.794.094.1-711.001. 

2. 1.1.1.b.  

Bukti pemenuhan kewajiban Iuran Izin 

Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu 

(IIUPHHK). 

M - Dokumen Surat Perintah Pembayaran (SPP) 

Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan 

Kayu dalam Hutan Alam No 2498/VI-

EDAR/2000 tanggal 13 Desember 2000 

sebesar Rp 2.301.000.000 dan Nomor : 

S.985/VI-BIKPHH/2004 tanggal 22 November 

2004 sebesar 8.932.500.000,- 

- Terdapat bukti setor Tanggal 19 Januari 2000 

senilai Rp. 2.301.000.000,- melalui transfer 

Bank Indonesia Pusat 

- Pelunasan Rp. 6.631.500.000,- dengan kode 

referensi 1715A02KDPI0611 tanggal 

pembayaran 28 Nopember 2006. 

3. 1.1.1.c 

Penggunaan kawasan yang sah di luar 

kegiatan IUPHHK (jika ada) 

N/A Tidak terdapat penggunaan kawasan hutan yang 

sah di areal kerja IUPHHK-HA PT Karya Delta 

Permai di luar kegiatan IUPHHK. 
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PRINSIP 2 : Memenuhi sistem dan prosedur penebangan yang sah 

Indikator 2.1.1 : RKUPHHK/RPKH dan Rencana Kerja Tahunan (RKT / Bagan Kerja / RTT) disahkan oleh 

yang berwenang 

  

NO NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI 

4. 2.1.1.a.  

Dokumen RKUPHHK/ RPKH, 

RKT/Bagan Kerja/RTT beserta 

lampirannya yang telah disahkan oleh 

pejabat yang berwenang, meliputi : 

a) Dokumen RKUPHHK/RPKH & 

lampirannya yang disusun 

berdasarkan IHMB/risalah hutan 

dan dilaksanakan oleh Ganis PHPL 

Timber Cruising dan/atau Canhut. 

b) Dokumen RKT/RTT yang disusun 

berdasarkan RKU/RPKH dan 

disahkan oleh pejabat yang 

berwenang atau yang disahkan 

secara self approval. 

c) Peta rencana penataan areal kerja 

yang dibuat oleh Ganis PHPL 

Canhut. 

M - Terdapat dokumen revisi RKUPHHK 

periode 2011 - 2020 sesuai Keputusan 

Menteri Kehutanan Nomor SK. 10/BUHA-

2/2015 tertanggal 20 Maret 2015. SK 

ditanda tangani a.n. Menteri Kehutanan, 

Dirjen Bina Produksi Kehutanan U.b. 

Direktur Bina Pengembangan Hutan 

Alam Ir. Herry Priyono, MM. NIP. 

19560425 198203 1 010.  Dokumen 

terdapat lampiran peta Revisi RKUPHHK 

PT. Karya Delta Permai Skala 1 : 

100.000. 

- Terdapat dokumen RKTUPHHK-HA 

tahun 2018 dan lampiran petanya yang 

telah disahkan secara Self Approval oleh 

Direktur PT Karya Delta Permai dengan 

SK No. 05/SK/DIR/KDP-PLK/I/2018 

tanggal 03 Januari 2018 

- Terdapat dokumen RKTUPHHK-HA 

tahun 2019 dan lampiran petanya yang 

telah disahkan secara Self Approval oleh 

Direktur PT Karya Delta Permai dengan 

SK No. 03/SK/DIR/KDP-PLK/I/2019 

tanggal 03 Januari 2019 

- PT Karya Delta Permai memiliki tenaga 

teknis (Ganis) PHPL Canhut atas nama : 

 Robby Cahyadi, SE Reg. 01913-

10/CANHUT/ XVIII/2018 

 Arvil Bolang Reg. 00332-

10/CANHUT/XVIII/2018 

 Sugianor Reg. 00334-

10/CANHUT/XVIII/2018 

 Memes Reg. 00333-

10/CANHUT/XVIII/2018 

 Paimun Reg. 00982-

12/CANHUT/XVIII/2016 

 Ihwani, S.Hut. Reg. 00851-

12/CANHUT/XVIII/ 2016 

5. 2.1.1.b.  

Peta areal yang tidak boleh ditebang 

pada RKT/Bagan Kerja/RTT dan bukti 

implementasinya di lapangan 

 

M PT Karya Delta Permai memiliki Peta RKTUPHHK-

HA Tahun 2018 dan 2019 yang memuat areal-

areal yang tidak boleh ditebang berupa Buffer 

Zone Hutan Lindung; Sempadan Sungai dan 

sekitar mata air; KPPN; KPSL; Kawasan Hutan 

Prenget. 

Hasil pemeriksaan lapangan diperoleh bukti 

adanya penandaan pada areal yang tidak boleh 
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ditebang antara lain : 

1. Sempadan Sungai Danum Tolum pada 

koordinat S 00
0
 12’ 01,3” dan E 114

0
 14’ 

35,3” Lokasi sesuai di peta dan di lapangan 

2. KPPN di petak 28 Y bersebelahan dengan 

Bufer Zone HL Lampunyat pada koordinat S 

00
0
 18’ 26,7” dan E 114

0
 19’ 03,4” lokasi 

sesuai dengan penandaan di peta RKT 2018 

3. KPSL di petak 29 Z lokasi bersebelahan 

dengan KPPN pada koordinat S 00
0
 18’ 40,5” 

dan E 114
0
 19’ 38,2” lokasi sesuai dengan 

penandaan di peta RKT 2018 

 

6. 2.1.1.c.  

Penandaan lokasi blok tebangan/blok 

RKT/petak RTT yang jelas di peta dan 

terbukti di lapangan 

M Pada Peta Lampiran RKTUPHHK-HA PT Karya 

Delta Permai Tahun 2018 dengan Skala 1 : 50.000 

telah didapatkan penandaan petak-petak 

tebangan yang disahkan. 

Di lapangan dijumpai adanya penandaan pada 

lokasi RKTUPHHK-HA Tahun 2018, diantaranya : 

 Ditemukan plang batas Blok RKT 2018 

dengan koordinat : S 00
o
 10’ 20,7”  ; E 114

o
 

14’ 50,6”, dimana batas blok dengan cat 

merah strip 3 (///), dan berbatasan dengan 

petak 18 J Blok RKT 2018 dan petak 18 K 

Blok RKT Tahun 2017; 

 Batas petak 21 J dan 21 K dengan koordinat 

S 00
o
 10’ 20,1”  ; E 114

o
 14’ 51,0”, terdapat 

plang batas warna putih dan cat pada batas 

strip 2 (//) sepanjang batas. 

 Titik batas Blok RKT 2018, RKT 2019 dan 

RKT 2017 yang merupakan titik simpang dari 

3 lokasi Blok RKT yaitu pada koordinat S 00
0
 

10’ 20,3” dan E 114
0
 13’ 09,9” terdapat patok 

titik batas ukuran 10 x 10 dicat merah dan 

putih dan terdapat plang blok RKT. 

 

 

Indikator 2.2.1 : Pemegang izin mempunyai rencana kerja yang sah sesuai dengan peraturan yang 

berlaku 

 

NO NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI 

7. 2.2.1.a.  

Dokumen Rencana Kerja Usaha 

Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu 

(RKUPHHK) (bisa dalam proses) 

dengan lampiran-lampirannya 

M 1. Dok. RKUPHHK-HTI PT Karya Delta Permai 

legal dan sah periode Tahun 2011 – 2020 

dan peta lampirannya skala 1 : 100.000 telah 

disahkan sesuai SK Menteri Kehutanan No. 

SK.146/VI-BPHA/2010 tanggal 15 Oktober 

2010 dan ditandatangani oleh Dirjen Bina 

Produksi Kehutanan U.b. Direktur Bina 

Pengembangan Hutan Alam Ir. Listya 
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Kusumawardhani, MSc. NIP. 19590520 

198501 2 001 ; 

2. Dokumen revisi RKUPHHK periode 2011 - 

2020 sesuai Keputusan Menteri Kehutanan 

Nomor SK. 34/BUHA-2/2013 tertanggal 25 

Juni 2013. SK ditanda tangani a.n. Menteri 

Kehutanan, Dirjen Bina Produksi Kehutanan 

U.b. Direktur Bina Pengembangan Hutan 

Alam Ir. M. Awriya Ibrahim, MSc. NIP. 

19600106 198703 1 001.  

3. Dokumen revisi RKUPHHK periode 2011 - 

2020 sesuai Keputusan Menteri Kehutanan 

Nomor SK. 10/BUHA-2/2015 tertanggal 20 

Maret 2015. SK ditanda tangani a.n. Menteri 

Kehutanan, Dirjen Bina Produksi Kehutanan 

U.b. Direktur Bina Pengembangan Hutan 

Alam Ir. Herry Priyono, MM. NIP. 19560425 

198203 1 010.  Dokumen terdapat lampiran 

peta Revisi RKUPHHK PT. Karya Delta 

Permai Skala 1 : 100.000. 

8. 2.2.1.b. 

Kesesuaian lokasi dan volume peman-

faatan kayu hutan alam pada areal 

penyiapan lahan yang diizinkan untuk 

pembangunan hutan tanaman industri. 

N/A PT Karya Delta Permai adalah pemegang 

IUPHHK-HA sehingga tidak melakukan 

penebangan untuk penyiapan lahan yang 

digunakan untuk membangun hutan tanaman 

industri. 

 

 

PRINSIP 3 : Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan kayu bulat 

Indikator 3.1.1 : 
Seluruh kayu bulat yang ditebang / dipanen atau yang dipanen/ dimanfaatkan telah 

di LHP-kan 

 

NO 
NOMOR, JUDUL & BOBOT 

VERIFIER 
NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI 

9. 3.1.1. 

Dokumen LHP yang telah 

disahkan oleh pejabat yang 

berwenang 

M PT Karya Delta Permai telah menetapkan petugas pembuat 

LHP pada RKT Tahun 2018 atas nama Suhandi Saputra Reg. 

001863-10/PKB-R/XVIII/2017; Sulistiyono Reg. 01575-10/PKB-

R/XVIII/2015; Sadar Reg. 00667-10/PKB-R/XVIII/2015. 

PT Karya Delta Permai telah membuat/ menerbitkan LHP yang 

merupakan produksi kayu bulat pada RKT Tahun 2018 

sebanyak 7.037 Batang volume 31.324,65 m
3
 atau telah 

tercapai 67,18 % dari target sebesar 46.630,33 m
3
. 

Berdasarkan verifikasi dokumen LMKB pada TPK Hutan dan 

TPK Antara Bumban terdapat stok kayu sebanyak 6.300 

Batang volume 29.615,58 M3 dengan rincian 4.064 Batang 

volume 20.022,20 M3 di TPK Hutan dan 2.236 Batang volume 

9.593,38 M3 di TPK Antara. 

Uji petik pengukuran kayu dilakukan terhadap stock kayu 

yang berada di TPK Antara Bumban pada koordinat S 00º 36’ 

31,1” dan E 114º 38’ 11,2” dengan jumlah sample sebanyak 

10 % yaitu 226 Batang dan hasilnya menunjukkan kesesuaian 

pada jenis kayu dengan selisih atau perbedaan volume yang 
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NO 
NOMOR, JUDUL & BOBOT 

VERIFIER 
NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI 

tidak melebihi toleransi 5% yaitu sebesar 1,91 %. 

 

 

Indikator 3.1.2 : Seluruh kayu yang diangkut keluar areal izin dilindungi dengan surat keterangan sahnya 

hasil hutan 

NO NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI 

10. 3.1.2. 

Surat Keterangan sahnya hasil hutan 

dan lampirannya dari : 

a) TPK Hutan ke TPK Antara 

b) TPK Hutan Industri Primer dan/atau 

penampung kayu terdaftar 

c) TPK Antara ke industry primer hasil 

hutan dan/atau penampung kayu 

terdaftar 

M PT Karya Delta Permai telah menetapkan lokasi 

TPK Hutan, TPK Antara Bumban melalui SK 

Direktur PT KDP dan telah terupload pada website 

SIPUHH Online. 

PT Karya Delta Permai memiliki Ganis yang 

bertugas menerbitkan dokumen SKSHHK yaitu 

Suharno Reg. 00678-12/PKB-R/XVIII/2015 dan 

Bambang Sumantri Reg. 01001-12/PKB-

R/XVIII/2019 

Selama periode audit, PT Karya Delta Permai telah 

melakukan penerbitan dokumen angkutan yang 

sah menggunakan dokumen SKSHHK sesuai 

ketentuan untuk melindungi kayu keluar dari TPK, 

yaitu: 

a) TPK Hutan menuju TPK Antara Bumban 

dengan menggunakan logging truck yaitu 

sebanyak 857 set dokumen SKSHHK terdiri 

atas 8.108 batang dengan volume sebesar 

38.091,90 m
3
. 

b) TPK Antara Bumban menuju TPK Industri 

dengan menggunakan rakit dan tongkang 

yaitu sebanyak 6 set dokumen SKSHHK terdiri 

atas 6.564 batang dengan volume sebesar 

32.092,05 m
3
. 

 

Indikator 3.1.3 : Pembuktian asal usul kayu bulat (KB) dari pemegang IUPHHK-HA 

 

NO NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI 

11. 3.1.3.a.  

Tanda-tanda PUHH/barcode pada 

kayu bulat  dari pemegang IUPHHK-HA 

bisa dilacak balak 

M PT KDP telah melakukan penatausahaan kayu 

dengan SIPUHH Online dan terdapat sarana 

prasarana di Basecamp Briwit PT KDP beserta SDM 

sbb. : 

- SK Direksi PT KDP No. 25/SK/DIR/KDP-

BJM/VII/2017 tanggal 14 Juli 2017 dengan 

operator SIPUHH atas nama Suharno dan 

Priyo Tri Pratomo. 

- SK Direksi PT KDP No. 08/SK/DIR/KDP-

BJM/I/2019 tanggal 5 Januari 2019 dengan 

operator SIPUHH atas nama Suharno dan 

Suhadi Saputra 

Di lapangan dapat dijumpai penandaan kayu bulat 

baik pada tunggul dan bontos kayu, antara lain 
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sbb: 

 Dijumpai adanya penandaan pada tunggul 

yaitu label warna kuning yang berisi id 

barcode. 

 Dijumpai adanya penandaan kayu bulat pada 

bontos berupa : 

a) Label Barcode SIPUHH warna kuning. 

b) Label No. Kontrol dan dimensi ukuran 

kayu warna merah 

c) Nomor Kontrol warna kuning dan nomor 

batang 

d) Cat warna putih informasinya kode traktor 

sarad, chainsaw dan kupas dan diameter 

rata rata bontos dan panjang 

Penandaan label id barcode baik pada tunggul dan 

bontos bisa dibaca dengan barcode scanner. 

Hasil uji petik lacak balak diketahui bahwa kayu PT 

Karya Delta Permai telah memiliki identitas dan 

dapat dilacak balak sampai ke tunggul dengan 

sampling pengecekan pada 10 batang kayu dapat 

dilacak sampai ke tunggul di Petak 21 I dan di 

Petak 19 I RKT 2018.  

 

12. 3.1.3.b.  

Identitas kayu diterapkan secara 

konsisten oleh pemegang izin 

M PT KDP telah melakukan penatausahaan kayu 

dengan SIPUHH Online dan terdapat sarana 

prasarana di Basecamp Briwit PT KDP beserta SDM 

yang melaksanakan penatausahaan hasil hutan 

kayu. 

Identitas pada bontos kayu yang telah pasang/ 

digunakan tidak sepenuhnya diimplementasikan 

dilapangan, PT KDP telah melakukan 

penatausahaan kayu melalui SIPUHH Online dan 

penandaan kayu diterapkan di lapangan secara 

konsisten serta uji petik lacak balak menunjukkan 

bahwa kayu PT KDP dapat ditelusuri sampai ke 

tunggul di Petak tebangan. 

 

 

 

Indikator 3.1.4 : Pemegang izin mampu membuktikan adanya catatan angkutan kayu ke luar TPK 

 

NO NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI 

13. 3.1.4. 

Arsip SKSKB dan dilampiri Daftar Hasil 

Hutan (DHH) untuk hutan alam, dan 

arsip FAKB dan lampirannya untuk 

hutan tanaman 

M PT Karya Delta Permai memiliki arsip dokumen 

SKSHHK yang dilampiri dengan Daftar Kayu Bulat 

(DKB) dalam pengangkutan kayu keluar dari TPK 

Hutan ke TPK Antara. Penerbit dokumen SKSHHK 

dan DKN-nya dari TPK Hutan menuju TPK Antara 

Bumban adalah Bambang Sumantri Reg. 01001-

12/PKB-R/XVIII/2019.  
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Selama periode audit, PT Karya Delta Permai telah 

melakukan penerbitan dokumen angkutan yang 

sah menggunakan dokumen SKSHHK sesuai 

ketentuan untuk melindungi kayu keluar dari TPK, 

yaitu dari TPK Hutan menuju TPK Antara Bumban 

dengan menggunakan logging truck yaitu 

sebanyak 857 set dokumen SKSHHK terdiri atas 

8.108 batang dengan volume sebesar 38.091,90 

m
3
. 

 

 

 

Indikator 3.2.1 : Pemegang izin menunjukkan bukti pelunasan Dana Reboisasi (DR) dan atau 

Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH). 

 

NO NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI 

14. 3.2.1.a.  

Dokumen SPP (Surat Perintah 

Pembayaran) DR dan/atau PSDH telah 

diterbitkan 

M SPP DR dan PSDH telah sesuai dengan LHP dan 

kelompok jenis, volume dan tarif yang sesuai 

dengan peraturan yang berlaku. Adapun total SPP 

yang diterbitkan sbb : 

- DR sebesar US$ 511.511,50 

- PSDH sebesar Rp 2.497.957.650 

15. 3.2.1.b.  

Bukti setor DR dan atau PSDH 

M Terdapat bukti setor melalui transfer kepada 

rekening yang benar yaitu Bank Mandiri 

Banjarmasin dengan total : 

- DR sebesar US$ 511.511,50 

- PSDH sebesar Rp 2.497.957.650 

16. 3.2.1.c.  

Kesesuaian tarif DR dan PSDH atas 

hutan alam (termasuk hasil kegiatan 

penyiapan lahan untuk pembangunan 

hutan tanaman) dan kesesuaian tarif 

PSDH untuk kayu hutan tanaman. 

M PT Karya Delta Permai telah melakukan pelunasan 

pembayaran DR dan/atau PSDH sesuai dengan 

dokumen tagihan PNBP yang diterbitkan.  

Hasil pengecekan sesuai untuk penerapan tariff DR 

dan PSDH berdasarkan peraturan yang berlaku 

(PP No 12 Tahun 2014 dan PermenLHK No 

P.68/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2017) 

 

Indikator 3.3.1 : Pemegang izin yang mengirim kayu bulat antar pulau memiliki pengakuan sebagai 

Pedagang Kayu Antar Pulau Terdaftar (PKAPT) 

 

NO NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI 

17. 3.3.1. 

Dokumen PKAPT 

M PT KDP memiliki dokumen PKAPT dengan Nomor 

PKAPT 09.90.3.03483 berlaku sampai dengan 12 

Januari 2023. 

Berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian No. 

81 Tahun 2018 tentang pencabutan keputusan 

Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 
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68/MPP/KEP/2/2003 tentang Perdagangan Kayu 

Antar Pulau, selanjutnya PT KDP tidak perlu 

memperpanjang izin PKAPT 

 

 

Indikator 3.3.2 : Pengangkutan kayu bulat yang menggunakan kapal harus kapal yang berbendera 

Indonesia dan memiliki izin yang sah 

 

NO NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI 

18. 3.3.2.  

Dokumen yang menunjukkan identitas 

kapal 

M Dari hasil verifikasi terhadap dokumen SKSHHK 

selama periode audit dapat diverifikasi bahwa PT 

Karya Delta Permai telah melakukan penjualan 

kayu keluar pulau kalimantan dengan 

menggunakan kapal pengangkut kayu. Tersedia 

dokumen Surat Persetujuan Berlayar (Port 

Clearence) yang digunakan untuk mengangkut 

kayu hasil produksi PT Karya Delta Permai. 

Berdasarkan Surat Persetujuan Berlayar tersebut 

dapat diketahui bahwa kapal yang digunakan telah 

memiliki izin yang sah dan menggunakan bendera 

indonesia. 

 

Indikator 3.4.1 : Implementasi Tanda V-Legal 

 

NO NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI 

19. 3.4.1.  

Tanda V-Legal yang dibubuhkan 

sesuai ketentuan 

M PT Karya Delta Permai merupakan pemegang 

IUPHHK-HA yang telah memiliki sertifikat PHPL dari 

LPPHPL PT Trustindo Prima Karya dengan Sertifikat 

PHPL Nomor 008.SPHPL.019-IDN  

PT Karya Delta Permai melakukan penatausahaan 

kayu dengan menggunakan SIPUHH Online dan 

membubuhkan Tanda V-Legal pada barcode kayu 

(ditempelkan pada bontos kayu) dan dokumen 

SKSHHK yang diterbitkan sesuai dengan ketentuan 

 

 

PRINSIP 4 : Pemenuhan aspek lingkungan dan sosial yang terkait dengan penebangan 

Indikator 4.1.1 : Pemegang izin telah memiliki Dokumen lingkungan yang telah disahkan sesuai 

peraturan yang berlaku meliputi seluruh areal kerjanya 

 

NO NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI 

20. 4.1.1. 

Dokumen AMDAL/DPPL/UKL-UPL/RKL-

RPL 

 

M Pada periode audit Penilikan Ke-2 tidak terdapat 

perubahan Dokumen Lingkungan dengan kondisi 

PT Karya Delta Permai memiliki Dokumen Laporan 

Utama Analisis Dampak Lingkungan (ANDAL), 

Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) dan 

Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) atas nama 

PT Karya Delta Permai yang dibuat Tahun 1999 dan 

telah mendapat pengesahan dari Komisi AMDAL 

Pusat Departemen Kehutanan Nomor: 
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1755/Menhutbun-II/99 tanggal 14 Oktober 1999. 

Dokumen AMDAL yang disusun meliputi areal studi 

seluas 88.000 hektar pada lokasi PT Karya Delta 

Permai sesuai dengan Surat Menteri Kehutanan 

Nomor 164/Menhut-IV/1998 

 

 

Indikator 4.1.2 : Pemegang izin telah memiliki laporan pelaksanaan RKL dan RPL yang menunjukkan 

penerapan tindakan untuk mengatasi dampak lingkungan dan menyediakan manfaat 

sosial. 

 

NO NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI 

21. 4.1.2.a.  

Dokumen RKL dan RPL 

M Terdapat dokumen Rencana Pengelolaan 

Lingkungan (RKL) dan dokumen Rencana 

Pemantauan Lingkungan (RPL). Dokumen RKL dan 

RPL ini merupakan bagian yang tak terpisahkan 

dari paket dokumen Amdal. Sehingga dokumen ini 

pengesahannya akan mengikuti secara langsung 

dalam paket penyusunan dokumen Amdal. 

Dokumen ini telah mendapatkan persetujuan 

Sekretaris Jenderal/Ketua Komisi Amdal Pusat 

Departemen Kehutanan dan Perkebunan dengan 

Nomor: 1755/Menhutbun-II/99 tanggal 14 Oktober 

1999. 

22 4.1.2.b.  

Bukti pelaksanaan pengelolaan dan 

pemantauan dampak penting aspek 

fisik-kimia, biologi dan sosial 

M Tersedia Laporan Pelaksanaan RKL dan RPL pada 

periode audit yaitu : 

a. Laporan Pelaksanaan RKL dan RPL untuk 

periode Semester I (Januari – Juni) Tahun 2018 

b. Laporan Pelaksanaan RKL dan RPL untuk 

periode Semester II (Juli – Desember) Tahun 

2018. 

Laporan RKL dan RPL tersebut telah disampaikan 

kepada instansi terkait yaitu Dinas Lingkungan 

Hidup Kabupaten Murung Raya di Puruk Cahu 

tanggal 20 Januari 2019 

 

 

PRINSIP 5 : Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan 

Indikator 5.1.1 : Prosedur dan implementasi K3 

 

NO NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI 

23. 5.1.1.a.  

Pedoman / prosedur K3 

M SOP K3 No. SPO/49/PROD-K3/2018, Revisi ke-2 

tanggal 10/04/2018, berisi tentang Prosedur K3 pada 

setiap pekerjaan operasional mulai dari kegiatan 

cruising, penebangan, penyaradan, pemuatan, 

pengangkutan, pemuatan ke kapal dan peralatan 

APD serta P3K. 

Dalam Struktur Organisasi PT KDP terdapat jabatan 

Kepala Seksi K3 yang dijabat oleh Fatah Martha Riza 
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yang bertanggungjawab dalam pengelolaan K3 di 

Perusahaan, sesuai dengan uraian job description 

yaitu sebagai Koordinator lapangan untuk kegiatan 

K3 di lingkungan base camp seperti tertuang dalam 

rencana operasional (RO) maupun RKAP. Dan secara 

umum Pejabat Camp Manajer bertanggung jawab 

atas terlaksananya K3 di PT KDP 

24. 5.1.1.b.  

Ketersediaan Peralatan K3 

M Keberadaan Peralatan K3 PT Karya Delta Permai 

dapat diverifikasi sesuai dengan Daftar Peralatan K3 

dan Damkarhut PT Karya Delta Permai per 31 

Desember 2018. Diverifikasi bahwa terdapat 

peralatan K3 dengan rincian : 

- Perlengkapan K3  

- Peralatan Manual Darkalhutla 

- Peralatan mekanis Darkalhutla  

Dapat diverifikasi keberadaan peralatan K3 yang 

dilaksanakan dengan metode sampling diantaranya : 

- Kotak P3K tersebar di Workshop, Kantor, dan 

logpond Bumban 

- APAR 

- APD 

- Papan Himbauan K3 

- Rambu-rambu jalan berupa jalan kanan dan kiri 

serta pal kilometer. 

25. 5.1.1.c.  

Catatan Kecelakaan Kerja 

M Terdapat laporan dan catatan kecelakaan kerja di PT 

Karya Delta Permai dan terdapat beberapa kejadian 

kecelakaan kerja sebagai berikut : 

- Tanggal 15 Januari 2018 terjadi kecelakaan kerja 

yang berakibat sakit pada mata kiri atas nama 

Cahyono 

- Tanggal 24 Juli 2018 terjadi kecelakaan  kerja 

atas nama Rusmiati berakibat sakit pada hidung  

- Tanggal 27 Juli 2018 terjadi kecelakaan kerja 

atas nama Dwi Siswoyo yang berakibat luka 

pada jari tengah 

- Tanggal 05 Agustus 2018 terjadi kecelakaan 

kerja pada operator Chainsaw di lapangan atas 

nama Bawo yang erakibat fataliti/ meninggal 

dunia 

- Tanggal 18 September 2018 terjadi kecelakaan 

kerja patas nama Suwandi yang berakibat luka 

pada kaki. 

Terdapat upaya menekan tingkat kecelakaan kerja 

dengan melakukan breefing secara rutin dan 

penerapan APD pada setiap melaksanakan 

pekerjaan. 
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26. 5.2.1. 

Serikat pekerja atau kebijakan 

perusahaan (auditee) yang 

membolehkan untuk membentuk atau 

terlibat dalam kegiatan serikat pekerja 

M Pada periode audit diketahui bahwa tidak terdapat 

serikat pekerja di lingkungan kerja PT Karya Delta 

Permai, namun perusahaan telah memberikan 

kebebasan untuk berserikat dan berkumpul bagi 

karyawan/ karyawati, sesuai Surat Pernyataan dari 

manajemen PT Karya Delta Permai yang 

ditandatangani oleh Manajer Camp Ir. Eko Hari 

Soebagyo tanggal 03 Januari 2017 yang menyatakan 

bahwa manajemen perusahaan PT Karya Delta 

Permai memberikan kebebasan dan keleluasaan 

kepada seluruh karyawannya sesuai Undang-Undang 

nomor 21 Tahun 2000 untuk membentuk serikat 

pekerja di lingkungan perusahaan 

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa 

karyawan PT Karya Delta Permai diperoleh informasi 

bahwa mereka mengetahui tentang adanya 

kebebasan berserikat dan berkumpul yang 

disebutkan dalam surat edaran tersebut, namun 

sejauh ini belum ada karyawan yang berkeinginan 

membentuk organisasi serikat pekerja dilingkungan 

mereka. 

 

Indikator 5.2.2. :  Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur 

hak-hak pekerja 

 

NO NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI 

27. 5.2.2. 

Ketersediaan dokumen KKB atau PP 

M PT Karya Delta Permai telah memiliki Peraturan 

Perusahaan yang telah disahkan oleh Kepala Dinas 

Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Murung 

Raya No. KEP/560/43/Disnakertrans tanggal 17 

Desember 2018. Peraturan Perusahaan Berlaku 2 

tahun sampai dengan 18 Desember 2020.   

 

Indikator 5.2.3. : Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (diluar ketentuan)  

NO NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI 

28. 5.2.3. 

Pekerja yang masih di bawah umur 

M Terdapat laporan bulanan tenaga kerja PT Karya 

Delta Permai yang melaporkan jumlah tenaga kerja, 

tenaga kerja masuk dan tenaga kerja keluar. Laporan 

bulanan ini disampaikan kepada Kepala Dinas 

Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Murung 

Raya. 

Sampling dokumen dilakukan pada laporan bulan 

Desember 2018 dan terdapat jumlah Karyawan yang 

bekerja pada lingkup PT Karya Delta Permai pada 

bulan Desember 2018 sebanyak 176 Orang dan 

diverifikasi bahwa PT Karya Delta Permai tidak 

mempekerjakan karyawan/ pekerja yang masih di 
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bawah umur (diluar ketentuan). Karyawan termuda 

atas nama Andrey Hosea Simatupang dengan 

jabatan Helper Traktor yang lahir pada tanggal 23 

Agustus 1999 dan mulai bekerja pada tanggal 27 

Agustus 2018 pada saat yang bersangkutan berusia 

19 tahun. 
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